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PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014,
tanggal 30 Juni 201 4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

~ Menimbang:
a.

bahwa dengan telah dlsahkannya Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun_ 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 teni-

tang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Peny-
elenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi su-
dah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Per-
aturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat:

1.

2,

Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perda-
gangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor b232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENG-

GARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMOQDITL.

BAB |
KETENTUAN UMUM .
Pasal 1 _
Dalam Peraturan Pemerlntah |n| yang dimak-
sud dengan:
1. Perdagangan Berjangka Komod:tl yang selanjut-

nya disebut Perdagangan Berjangka adalah segaia
sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi
dengan penarikan Margin dan dengan penyele-
saian kemudlan berdasarkan Kontrak Berjangka,

i

Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak De-
rivatif lainnya.

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan ke-
pentingan Ialnnya, dan setiap derivatif dari Ko-
moditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi
subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Sya-
riah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komod-
iti yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lem-
baga pemerintah yang tugas pokoknya melaku-
kan pembmaan pengaturan, pengembangan dan
pengawasan Perdagangan Berjangka.

Bursa Berjangka adalah badan usaha vyang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/
atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi ber-
dasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

Svyariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak
standar untuk membeli atau menjual Komoditi

dengan penyelesaian kemudian sebagaimana |

ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagang-
kan di Bursa Berjangka.

_Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan

. hérganya bergantung pada subjek Komoditi.

Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

.Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepa-

da pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak
Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat
harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang
telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mem-
bayar sejumlah premi.

Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang
selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka
adalah badan usaha yang menyelenggarakan.

‘dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk -

pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian

. transaksi Perdagangan Berjangka.
10.

Sistemm Perdagangan Alternatif adalah sistem
perdagangan vyang berkaitan dengan jual beli
Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan
Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar
Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penari-
kan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring
Berjangka. -
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11.

12,

13.

14.

15.

18.

17,
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Penyelenggara Sistem Perdagangan Alterna-
tif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan

 Anggota Kliring Berjangka yang melakukan ke-

giatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak

Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk .
dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan

Alternatif.

Peserta Sisterh Perdagangan Alternatif adalah Pi-
alang Berjangka yang merupakan Anggota Kiir-
ing Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli

Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan :

Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah
dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Pihak adalah orang persecrangan, koperasi,
badan usaha lain, badan usaha bersama, asosia-

si, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau

perusahaan yang terorganisasi.

Anggota 'Bursa Berjangka adalah Pihak yang
mempunyai hak untuk menggunakan sistem
dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk
melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain-

nya sesuai dengan pe‘ra_tUr_an dan tata tertib Bursa.

Berjangka.

Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Ber- :

jangka yang selanjutnya disebut Anggota Klir-
ing Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka
yvang mendapat hak untuk menggunakan sistem

dan/atau ‘'sarana Lembaga Kliring Betjangka dan |
23.

mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka un-
tuk melakukan kiiring dan mendapatkan penjami-
nan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak

Berjangka, Kontrak Derivatif Syarlah dan/atau

Kontrak Derivatif lainnya.”

Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya :
- disebut Pialang Berjangka adalah badan' usaha :
yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi ber-

dasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas
amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang

dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin
untuk menjamih transaksi tersebut.

Penasihat Perdagangan Berjangka yang selan-
jutnya disebut Penasihat Berjangka adalah Pihak

- yang memberikan nasihat kepada pihak lain men-

18.
_ lanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka adalah :

genai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Ber-

jfangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kon-

trak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang se-

wadah yang dlgunakan untuk menghlmpun dana

19.

20.

- 21.

22,

24,

. (1

(2}

secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasi-
kan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi
yang menjadi ‘subjek Kontrak Berjangka dan/atau
instrumeni lainnya yang diatur dengan Peraturan
Kepala Bappebti.

Pengelola  Sentra Dana Perdagangan Berjangka
yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana
Berjangka adalah Pihak yang melakukan usaha
yang berkaitan dengan penghimpunan dan pen-
gelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka
untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak‘Derivatif

Syariah, dan/atau Kontrak’Derivatif lainnya yang
selanjutnya disebut Pedagang Berjangka .adatah
Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak
melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain-
nya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri. atau ke-
lompok usahanya.

Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui reken-
ing yang dikelola oleh Piatang Berjangka.-

Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan

“untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang

bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera
janji danfatau kesalahan vyang dilakukan oleh
Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya
sebagai Pia-lang Berjangka.

Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga
yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pial-
ang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota
Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka
pada-Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin

" pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kon-
trak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif |-

lainnya.

‘Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
' BAB Il
BURSA BERJANGKA
Bagian Kesatu
Izin Usaha
Pasal 2
Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya
oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk
perseroan terbatas yang satu dengan lalnnya ti-

dak terafiliasi.

Badan usaha sebagaimana dlmaksud pada ayat

© {1}, mayoritas harus yang melakukan kegiatan

usaha di bidang Komoditi dan/atau keuangan
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(3)

(1)

{2)

(1

yang layak d|perdagangkan pallng singkat 3 (tlga)
tahun.

Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud -pada
ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatannya
setelah memperoleh izin usaha dari Kepala: Bap-

* pebti.

Pasal 3 _

Modal disetor Bursa Berjangka paling sedikit ber-
jumlah Rp100.000.000:000,00 (seratus miliar
rupiah). | : ' ‘

Jumlah modal disetor. sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan
perkembangan kegiatan usaha Bursa Berjangka
dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti.

: Pasal 4

Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bursa Berjangka

mengajukan permohonan kepada Kepala Bappeb-
ti disertai dengan dokumen berupa:

a. salinan akta pendirian perseéroan terbatas

"~ yang telah disahkan oleh menteri yang meny-
elenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum; '

b. daftar pendiri Bursa Berjangka;

profil perusahaan pendiri Bursa Berjangka;

d. Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) perseroan
terbatas; _ .

e. pertimbangan. . ekonomi yang mendasari
pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian
tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
rencaha usaha 3 {tiga} tahun;

g. proyeks: keuangan selama 3 (tlga} tahun;

e

'h. neraca awal perseroan terbatas yang telah

diaudit oleh Akuntan Publik;
i.. daftar calon komisaris dan direksi;

' j. rancangan peraturan dan tata tertib Bursa

Berjangka;

k. perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan :

Lembaga Kliring Berjangka yang -akan digu-
nakan;

I. rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak De-
rivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/
atau perdagangan fisik Komoditi; -

m. pernyataan tertulis kesiapan perangkat keras
dan lunak Bursa Berjangka; dan

n. fotokopi akta pendirian Lembaga Kliring Ber-
jangka yang akan digunakan apabila Lembaga
KIiririg Berjangka tersebut merupakan bagian

| (3

dari Bursa Berjangka.

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya dltetapkan oleh Kepala Bap-
pebti,

. Pasal b
Dalam memberikan izin usaha Bursa Berjang-

ka, Kepala Bappebti: .

a. memeriksa kelengkapan dokumen yang diper-
syaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1); ' :

b. melakukan penilaian rencana kegiatan 3. (tiga) ta-
hun; ‘ .

c. melakukan penilaian dan persetuluan rancangan
peraturan dan tata tertib;

d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and
proper test} terhadap caion komisaris dan direksi;
dan _ . :

e. memeriksa sarana dan prasarana fisik, sistem
bursa, dan tranéaksi yang aman dan efisien.

Pasal 6
{1 Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-
lak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk
memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka
~ paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhi-
o tung sejak permohonan diterima secara lengkap.
{2) lzin usaha Bursa Berjangka berlaku selama Bursa
Berjangka tersebut masih aktif melakukan keg--
iatannya. :

. "_Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian izin usaha Bursa- Berjangka diatur dengan

: Peraturan Kepala Bappebtl

Baglan Kedua
Organ Perusahaan
Pasal 8
{1) Saham Bursa Berjangka hanya dapat dimiiiki oleh
a. para pendiri;
“b. Anggota Bursa Berjangka;
 ¢. badan hukum Indonesia;'danlatau
d. orang perseorangan.
(2) Saham Bursa Berjangka sebagalmana dimaksud
pada -ayat (1} berupa saham atas nama yang
mempunyai nilai nominal dan hak suara yang
sama. ' ‘ ‘ :
Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ terdapat modal
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‘asing, masing-masing. badan hukum Indonesia’

tersebut hanya. diperkenankan memiliki -saham

Bursa Berjangka pallng banyak 10% (sepuluh

perseratus).

. {4) Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia
yang terdapat modal asing sebagaimana dimak-

.. sud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat

puluh perseratus) darl seluruh saham Bursa Ber--

jangka.

Pasal 9

{1) Jumlah anggofa komisaris dan direksi Bursa Ber- -
" jangka masing- masmg paling banyak 7 (tUJuh).

) . orang. ‘

{2) Anggota komisaris sebagaimana dlmaksud pada

ayat {1} paling sedikit 1 {satu) orang mewakili
masyarakat.

{3) Anggota direksi Bursa Berjangka_

- - mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris,

~ direksi, atau pegawai pada’ perusahaan yang

;bergerak di bidang. Perdagangan'Berjangka lain- -

nya:

{4) Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Ber-

~ jangka wajib dlajukan kepada Kepala Bappebtl
untuk mendapatkan persetujuan.

{6) Kepala Bappebti wajib memberikan persetujuan
terhadap calon anggota komisaris dan direksi
Bursa Berjangka sebagaimana 'dimaksud pada
ayat {4), apabila telah memenuhi persyaratan:

. a. cakap melakukan perbuatan hukum;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
~ direktur atau komisaris yang dinyatakan ber-
salah menyebabkan suatu perusahaan din-
yatakan pailit dalam Jangka waktu 5 (lima)
tahun terakhir; -
© ¢. tidak pernah dipidana karena terbukti melaku-
kan tindak pidana di bldang ekonomi atau.
keuangan; -
d. tidak pernah dipidana yang ‘ancaman huku-
mannya lebih dari 5 ({lima) tahun;
e. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
f. memiliki pengetahuan di bidang F’erdagangan
Berjangka.

{6) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk
masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat

. dipilih kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan.

(7} Dalam hal akan dilakukan perubahan komisaris
dan direksi, calon anggota komisaris dan direksi
Bursa Berjangka waijib diajukan kepada Kepala
- Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

(8) Ketentuan Ieblh lanjut mengenai persyaratan dan

dilarang |

‘tata cara pencalonan anggota komisaris dan di-

reksi Bursa Berjangka diatur dengan Peraturanr

Kepala Bappebtl
. Bagian Ketiga '

Peraturan dan Tata Tertib Kontrak Berjangka, '
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif Lalnnya
Pasal 10

- (1) Peraturan dan tata tertib Bursa ‘Berjangka, Kon-

trak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/

atau Kontrak Derivatif lainnya serta perubahan-

nya Wajlb mendapat persetuluan Kepala Bappeb—
ti.

(2) Dalam hal peraturan dan tata tertib Bursa Ber-'

. jangka, Kontrak Ber]angka_, Kontrak Derivatif Sya-

. riah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya ditolfak,
Kepala Bappebtr memberlkan atasan atas peno-
lakan tersebut

" Pasal 11
Persetujuan atau penolakan atas permohonan
perubahan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka,
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syanah dan/

atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud -

dalam Pasal 10 wajib diberikan paling Iama 28 (dua
puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima

'secara lengkap dan benar‘ oleh Kepala Bappebti.

Bagian Keempat
Rencana Kegiatan dan ‘Anggaran Tahunan
Pasal 12

{1) Rencana kegiatan dan anggaran: tahunan Bursa

Berjangka waijib mendapat persetujuan dari Ke-
pala Bappebti.

- (2} Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diteri- -

manya rencana keglatan dan anggaran tahunan

Bursa . Ber;angka sebagaimana dimaksud pada.
" ayat (1) Kepala Bappebti tidak memberikan tang-

gapan, Bappebti dianggap menyetujui rencana
kegiatan dan anggaran tahunan yang diajukan.

" Bagian Kelima
Penghentian Kegiatan
; . . Pasal 13 :
{1). Dalam hal terjadi keadaan yang mengancam
kegiatan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring

" -Berjangka,. kegiatan transaksi Kontrak Berjangka -

~ di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara
waktu baik untuk Kontrak Berjangka tertentu,
p03|3| tertentu dan Kontrak Berjangka, maupun’
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i)

)

(2)

' jangka atau Lembaga -Kliring Berjangka seb-

3

(1)

(2}

{3
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seluruh Kontrak Berjangka yang dlperdagangkan
di Bursa Berjangka.
Keadaan yang mengancam keglatan Bursa Ber—

agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

-a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik
yang menghambat kegiatan operasional Bursa

Berjangka;

b, terjadi krisis ekonomi atau. keuangan di Indo- :

nesia atau di negara lain yang menyebabkan
terganggunya transaksi Kontrak Berjangka di
Bursa Berjangka;

c¢. ‘bencana alam, pemogokan, ‘kerusuhan, keba-

~ karan, dan perang; atau - : .
d. terjadi pelanggaran terhadap peraturan pe-
rundang-undangan - di bidang Perdagangan
Berjangka dalam kegiatan transaksi Kontrak
Berjangka di Bursa Berjangka vang ‘mengaki-

"batkan mekanisme pasar tidak berjalan secara

baik.

Penghentlan sementara sebagalmana dimaksud |

pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sebagian
atau seluruh posisi terbuka dari Kontrak Berjang-

ka yang dlperdagangkan di Bursa Berjangka.’

"Pasal 14

Penghentlan sementara sebagaimana dlmaksud-

dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bursa Berjangka
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari se-
jak terjadinya keadaan yang mengancam.

Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Kepala Bappebti disertai

dengan alasan penghentian dan langkah-langkah
.- yang' dilakukan serta kemungkinan dapat atau

tidak- dapat diselesaikannya permasalahan terse-
but. '

. maksud pada ayat {1), Bursa Berjangka menetap-

(2)

kan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kon-
trak Berjarigka di Bursa Berjangka. -

Pasal 15

Apabila .Bursa Berjangka tidak dapat. menyele- |
saikan permasalahan yang menyebabkan pengh- .

entian sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Kepala Bappebti mengeluarkan kepu- |

tusan penghentian sementara lanjutan kegiatan
transaksi Kontrak Berjangka. :

Keputusan Kepala Bappebti sebagaimana dlmak-
sud pada ayat (1} diumumkan pada ‘media cetak

- yang berskala nasional pallng Sedlklt 2 (dua) me-

dia cetak.

Akibat penghentian sementara sebagaimana di-

S
H
H
i
i

(1)

Pasal 16
Apablla permasalahan yang menyebabkan

penghentian sementara telah dapat diselesaikan,
pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di
Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumum-
kan paling sedukn di 2 (dua} medla cetak yang ber-

'm

{2).

-skala nasional.

‘ Pasal 17
Selama penghentian sementara keglatan trans-
- aksi- Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat {1), kepada Bursa Berjangka |-
diberi kesempatan: untuk mengambil langkah-
Iangkah penyelesalan atau perbaikan yang diper-
lukan.
Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengam-
bil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjang-
ka untuk melaksanakan tlndakan tertentu yang
dltetapkan

Fasal 18 : -
Apabila Bursa Berjangka tidak berhasnl mengam-'

bil langkah-langkah penyelesalan atau perbaikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

" guna melindungi kepentingan Nasabah dan Ang- |

' gota Bursa Berjangka, Kepala'B"appe_ebti,dapat

(2)

(3}

menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan
transaksi Kontrak Berjangka di Bursa. Berjangka
Dalam hal sebagian ‘atau seluruh kegiatan. tran- -
saksi ‘Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka di- -

“hentikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), |
" Lembaga Kliring Berjangka wajib menyelesaikan

keuangan anggota Kllrmg Berjangka atas posisi
terbuka. -
Penyelesaian keuangan‘ sebagalmana dimaksud
pada ayat (2} dilakukan dengan menggunakan
harga penyelesaian pada akhir hari perdagangan

- transaksi Kontrak Berjangka yang dihentikan keg-

iatan transaksinya di Bursa Berjangka.

Pasal 19
Akibat yang timbul dari penghentlan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18

‘menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara

Bursa Berjangka.

(1)

Pasal 20

_Kegiatan Bursa Berjangka dapat dihentikan se- |
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cara tetap
(2}
tetap sebagalmana dimaksud pada ayat {1) di-

lakukan olleh_ Kepala Bappebti dengan mencabut .

izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan,
Kepala Bappebti melaporkan pencabutan izin
usaha Bursa Berjangka kepada Menteri dan

{3)

segera mengumumkan paling sedikit pada 2 (dua) |

media cetak yang berskala nasional.

. Pasal 21 ‘
Ketentuan mengenai penghentian kegiatan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan
Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap kegiatan

transaksi Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak, ‘

Derivatif lainnya,

‘ Pasal 22 -
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian

kegiatan Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Ke-

pala Bappebti.

Bagian Keenam
Pembubaran
Pasal 23 ‘
{1) Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wa-
jib segera menyelenggarakan Rapat Umum Pe-
megang Saham untuk memutuskén pembubaran
badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan
tim likuidasi. ‘
Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Ber-
jangka dan pembentukan tim likuidasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) ‘wajib dilaksanakan

(2)

dalam jangka waktu paling lambat 2 {dua) bulan

terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

. Pasal 24
Apabila ketentuan _sebagaimana dimaksud
“dalam Pasal '23 tidak terpenuhi,

‘melalui Kejaksaan untuk mengeluarkan penetapan
yang berisi: : ' \
a. pembubaran badan hukum Bursa Berjangka;

b. penunjukan tim likuidasi. 'yang diusulkan oleh Ke-

pala Bappebti; dan
c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan per-
aturan perundang- ur‘)danan.

'Pasal 25 _
Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 huruf

()

Penghentlan kegiatan Bursa Berjangka secara .

Kepala Bappebtl
dapat mengajukan permochonan kepada pengadilan.

1

{2)

b membayarkan hak Pialang Berjangka setelah di-
kurangi pembayaran kepada Nasabah yang mem-
punyai tagihan kepada Plalang Berjangka yang
bersangkutan.

(2)
‘berhak menuntut dana miliknya yang berada pada
Pia-lang Berjangka melalui likuidator dengan men-
gajukan bukti-bukti yang sah. '

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran |

Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bap-
pebti. . :

BAB lli
LEMBAGA KLIRING - BERJANGKA
Bagian Kesatu o
Izin Usaha
Pasal 27 :
Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanva

dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk perse-

roan terbatas yang telah memperoleh.izin usaha dari
Kepala Bappebn | ‘

Pasal 28
{1) Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka’ pallng

sedikit berjumlah Rp100. 000 000.000,00 (sera-

tus miliar rupiah).
Jumlah modal disetor sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan
perkembangan kegiatan usaha Lembaga Kliring
Berjangka dan dltetapkan dalam Peraturan Kepala
Bappebti.
Pasal 29 ‘

Lembaga Kliring Berjangka dapat:
a. terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat

mandlri atau
b. merupakan bagian 'dari Bursa Berjangka _
"Dalam hal Lembaga Kliring Berjangka merupakan
bagian dari Bursa Berjangka sebagaimana dimak-

1

{2)

sud pada ayat {1) huruf b, saham Lembaga Klir-.

'ing Berjangka harus dimiliki oleh Bursa Berjangka
lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pa.sal‘SO
Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 27, Lembaga Kliring Ber-
jangka mengajukan permohonan kepada Kepala
Bappebti disertai dengan dokumen berupa:

(1}

a. salinan akta pendirian perseroan terbatas yang
telah disahkan menterl yang menyelenggara- ‘
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kan urusan pemerintahan ‘di bidang hukum;
b.. daftar pemegang saham;

~ ¢. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP} perseroan

terbatas;

d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;

e. neraca awal perseroan terbatas yang telah di-

audit oleh Akuntan Publik; .

f. daftar nama calon komisaris dan direksi;

g. rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga
Kliring Berjangka, '

~ h. perjanjian kerjasama antara Lembaga Kliring

Berjangka dengan Bursa Berjangka; dan
i. pernyataan tertulis kesiapan perangkat keras
dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bap—
pebti.

o Pasal 31
Dalam memberikan izin usaha Lembaga Klir-

ing Berjangka, Bappebti:

a.

memeriksa kelengkapan dokumen yang diper-.

syaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

. ayat {1);

melakukan penlialan rencana keglatan 3 (tiga) ta- '
hun;

melakukan penilaian dan persetujuan rancangan
peraturan dan tata tertib;

.melakukan uji kepatutan dan kelayakan {(fit and.

proper test) terhadap calon komisaris dan direksi;

- dan

memeriksa sarana dan prasarana fisik, S|stem kli-

ring, penjaminan dan penyelesaian yang aman

dan ef|5|en C
Pasal 32

' Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-

tak permohionan yang diajukan setiap Pihak untuk
memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring
Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari
kerja

1zin usaha Lembaga Kliring Berjangka berlaku se-
lama Lembaga Kliring Berjangka tersebut maSIh
aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara

pemberian izin usaha Lembaga Kliring Berjangka dia-

tur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua

(1)

(2)
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Organ Perusahaan.
Pasal 34
Saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat
dimiliki oleh: '

‘a, oOrang perseorangan;

b. ‘Anggota Bursa Berjangka;

¢. Anggpta Kliring Berjangka;

d. Bursa Berjangka;

e.- badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/
atau ‘ ‘

f. Negara.

Saham Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana .

. dimaksud pada ayat {1) berupa saham atas nama

(3)

{4)

(.

(2)

-(3)

yang mempunyai nilai nomlnal dan hak .suara
yang sama. :

Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat modal
asing, masing-masing badan hukum Indonesia
tersebut hanya - diperkenankan memiliki saham
Lembaga. Kliring Berjangka paling banyak 10%
{sepuluh perseratus). ' :
Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia

~ yang terdapat modal asing sebagaimana dimak-

sud pada ayat (3) paling banyak 40% {empat pu-

luh perseratus) dari seluruh saham Lembaga Klir- | '

ing Berjangka.

Pasal 35
Jumlah anggota komisaris dan direksi Lembaga .|
Kliring Berjangka masing-masing paling banyak 7
{tujuh) orang.’
Anggota direksi Lembaga Khrlng Beriangka dila--
rang mempunyai jabatan rangkap sebagai komis-
aris, direksi atau pegawai pada perusahaan lain

_yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka.

Calon anggota komisaris dan direksi Lernbaga

- Kliring Berjangka waijib diajukan kepada Kepala

4)

Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
Kepala Bappebti wajib memberikan persetujuan

terhadap calon anggota komisaris dan direksi

Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3}, apablla telah memenuhl per-
syaratan

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;

i
i
1
!
i .
i
i
|
|
|

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
direktur atau komisaris yang di_n'yatakan ber-
salah m‘enyebabk'an suatu perusahaan din-
yatakan pailit dalam jangka waktu 5 {lima)
tahun terakhir;

c. tidak pernah dipidana karena terbukti melaku-
kan tindak pidana di bidang ekonomi atau
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keuangan;

d. tidak pernah dipidana yang ancaman huku-

mannya lebih dari 5 {lima) tahun;
€. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- . memiliki pengetahuan di bidang F‘erdagangan
Benangka
Anggota komlsarls dan direksi diangkat ‘untuk
masa jabatan selama 5 {lima) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan.
Dalam hal akan dilakukan perubahan komisaris
dan direksi, calon anggota komisaris dan direksi
Lembaga Kliring:Berjangka wajib diajukan kepada
Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

(5}

(6)

(7).
tata cara pencalonan anggota komisaris dan di-
reksi Lembaga Kliring Berjangka -diatur .dengan
Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Ketiga
Peraturan dan Tata Tertib
Pasal 36

(1}
jangka serta perubahannya wajib mendapat per-
setujuan Kepala Bappebti.
Dalam hal peraturan dan tata tertib ditolak, Ke-
pala Bappebti memberikan alasan atas penolakan
tersebut. ‘

(2)

Pasal 37

Persetujuan atau penoclakan atas permohonan !

perubahan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring
Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wa-
jib diberikan paling lama 28 (dua puluh delapan} hari
kerja sejak permohonan diterima secara Iengkap dan
benar oleh Kepala Bappebti.

Bagian Keempat
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Pasal 38 ‘

(1) Rencana kegiatan dan anggaran tahunan Lemba-
ga Klmng Berjangka wajib mendapat persetUJuan
dari Kepala Bappebti,

Apabila datam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diteri-
manya rencana kegiatan dan anggaran tahunan
Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Kepala Bappebti tidak miem-
berikan tanggapan, Bappebti dianggap menyetu-

(2)

jui rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang

‘ dla}ukan

= Bagiah Kelima

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Ber- |

%

i

3)

| (6)

Penghentian Kegiatan
Pasal 39

{1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat dihen-

tikan secara tetap. _

Penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka

secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dilakukan apabila:

a. semua Bursa Berjangka yang menggunakan
jasanya dicabut izin usahanya; '

b. Bursa Berjangka yang merupakan induk dari
Lembaga Kliring Berjangka dicabut izin usah-
anya; ‘

c. semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring
Berjangka sepakat ‘untuk mengakhm perjan-
jian kerjasama; atau

d.- Lembaga Kliring Berjangka yang bersangku—
tan melakukan pelanggaran atau tidak mampu
melaksanakan hak dan kewajiban peraturan
perundang-undangan di bidang Perdagangan
Berjangka yang mengganggu integritas Bursa
Berjangka dan kepentingan Nasabah.

Penghentlan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka

secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Kepala Bappebti dengan men-

cabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang

bersangkutan.

Kepala Bappebti melaporkan pencabutan izin

usaha Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana di-

maksud pada ayat {2) kepada Menteri dan segera

mengumumkan paling sedikit pada 2 (dua) media

. cetak yang berskala nasional.

{5) Dalam hal Lembaga Kliring Berjangka dihenti-
- kan kegiatannya secara tetap, Lembaga Kiiring
Berjangka wajib menutup seluruh posisi terbuka
Anggota Kliring Berjangka. : .
Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}
dilakukan dengan menggunakan harga penyelesa-
ian pada sesi perdagangan terakhir dari seluruh

~ posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak De-
rivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain-
nya.

{2}

{4)

_ Pasal 40

Ketentuan febih lanjut mengenai penghentian
kegiatan Lembaga' Kliring Berjangka diatur dengan
Peraturan, Kepala Bappebtu

Bagian Keenam
Pembubaran
Pasal 41
(1) Lembaga Kliring Betjangka yang dicabut izin usa-
hanya wajib segera menyelenggarakan Rapat
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Umum. Pemegang Saham untuk memutuskan
pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Ber-
jangka dan pembentukan tim likuidasi.

Keputusan pembubaran badan hukum Lembaga
Kliring Berjangka dan pembentukan tim likuidasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib. di-

(2)

laksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2

{(dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan
izin usaha.

Pasal 42 . .

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 tidak terpenuhi, Kepala Bappebti
dapat mengajukan' permohonan kepada pengadilan
melalui Kejaksaan untuk mengeluarkan penetapan

yang berisi:
a. pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Ber-
jangka;

h. penunjukan tim |lkUIdaSI yang dlusulkan oleh Ke-
pala Bappebti; dan :

c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ke-

" tentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Likuidator Lembaga Kliring Berjangka sebagalma—

(1}
. na dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal

42 huruf b wajib membayarkan hak Pialang Ber-

jangka Anggota Kliring Berjangka setelah dikuran-
gi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai
tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersang—
kutan.

Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berhak menuntut dana miliknya yang berada pada
Pialang Berjangka yang ditempatkan pada Lem-
baga Kliring Berjangka melalui likuidator dengan
mengajukan bukti-bukti yang sah

(2)

. Pasal 44 o
-Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran
Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan

' Kepala Bappebti.

BAB IV
PlALANG BERJANGKA DAN WAK!L PIALANG
BERJANGKA, PENASIHAT BER_JANGKA DAN WAKIL
PENASIHAT BERJANGKA, PEDAGANG
BERJANGKA, PENYELENGGARA SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF, DAN PESERTA
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF -
' ‘Bagian Kesatu
Pialang Berjangka dan Waki! Pialang Berjangka

£

H
H

{2)

- (3)

Paragraf 1
Pialang.Berjangka
Pasal 45
Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka
hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka
yang berbentuk perseroan terbatas yang telah mem-
peroleh izin usaha Pialang Berjangka dari Kepala Bap-
pebti. '

- Pasal 46
(1) Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan
permodalan. -
Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan
Peraturan Kepala Bappebti. '

. Pasal 47

Permohonan untuk memperaleh izin usaha Pial-

ang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebtl

disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. salinan akta pendirian perseroan terbatas
yang telah disahkan oleh menteri yang meny-
elenggarakan urusan-pemerintahan di bidang
hukum; ‘

b. daftar nama pemegang saham dan/atau pen-
gendali perusahaan;

c. Nomior Pokok Wajib Pajak {NPWP} perseroan
terbatas;

" d. rencana kegiatan usaha; : :

re.‘ neraca awal perseroan terbatas yang telah di-

- gudit oleh Akuntan Publik;

f. daftar nama calon komisaris dan direksi yang

telah mendapat persetujuan dari Bursa Ber-
. jangka; :

g. tanda bukti pembukéan rekening terpisah un-
tuk dana Nasabah; ' R

h. bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka,
_Lembaga Kliring Berjangka dan setoran Dana

Kompensasi; dan

i. daftar nama calon Wakil Pialang Berjangka.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

“{1) diajukan dengan menggunakan formulir yang

- bentuk dan |smya ditetapkan oleh Kepala Bap-

pebti.

Izin usaha Pialang Berja-ngka diberikan setelah

memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan

sarana fisik yang dilakukan oleh Kepala Bappebti.
Pasal 48 -

Kepala Bappebtl wajib memberikan atau meno-

Jak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk

memperoleh izin usaha sebagai Pialang Berjangka

(1)

(2)

{1
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_paling Iambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhl-
tung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2} lzin usaha Pialang Beijjangka berlaku selama Bur-
sa Berjangka tersebut masih aktif melakukan ke-
' giatannya. ‘

. Pasal 48 o

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Pi-

alang Berjangka. dlatur dengan Peraturan Kepala Bap-
pebtl

: - . Pasal 50
Pialang Berjangka wajib memiliki pallng se-
dikit 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang salah
seorang diantaranya berkedudukan sebagal dlrektur

. ) 'Pasal 51 o
(1) Pialang Berjangka wajib memiliki 1 (satu) orang

direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan seb-

o agai Wakil Pialang Berjangka
(2)

- Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebiti.

{3) Ketentuan mengenai: persyaratan, tugas, we-

wenang, dan kewajiban direktur kepatuhan seb- .

agai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
_Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 52 ,
Pialang Befjangk_a dilarang untuk dikendalikan,
haik langsung maupun tidak langsung oleh orang
perseorangan yang: N .
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

(1}

" b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direk-

tur atau komisaris yang dinyatakan bersalah

- menyebabkan suatu perusahaan dlnyatakan ‘
_pailit dalam Jangka waktu'b {Ilma) tahun tera-

khir;
c.” pernah dipidana . karena terbukti r_n,elaku—kan
tindak pidana di bidang ekonomi atau keuan-
. ‘gan; '
d. pernah dipidana yarig ancaman hukumannya
" lebih dari 5 {lima) tahun;
e. tidak memlllkl akhlak - dan moral yang bank
dan/atau

f. tldak memiliki pengetahuan d| btdang Perda-

ga ngan Berjangka.
{2}
. mengendalikan -perusahaannya baik langsung
maupun tidak langsung kepada Kepala Bappebti.
Pasal 53

Direktur kepatuhan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) harus lulus ujian profesi Wakil Pialang .

Pialang Berjangka wajib melaporkan plhak yang'_

]

1) Plalang Berjangka dapat membuka kantor cabang

ti. _

Persetujuan pembukaan " kantor

agaimana dimaksud- pada ayat {1) dlbenkan

sete[ah memenuhi persyaratan:

‘a. penambahan modal disetor sébagaumana dia-
" tur dengan Peraturan Kepala Bappebti;.

b. memiliki
© datam rencana keglatan perusahaan,

(2}

. ¢. ‘memiliki Wakil Pialang Berjangka yang akan .

_ ditempatkan pada kantor cabang paling se-
dikit 3 (tiga) orang yang salah satunya men-
jadi kepala kantor; dan

d. memiliki sarana serta _prasarana 'yang cukup

" untuk kantor cabang.
{3) Permohonan persetujuan pembukaan kantor ca-
* bang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diaju-
kan oleh Pialang Berjangka kepada. Kepala Bap-

pebti dengan.mengisi formulir yang formatnya

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.
Pasal 54

(1

- dari1 {satu) Bursa Berjangka.

{2) 7
gotaan di lebih dari 1 {satu) Bursa Berjangka
sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Berjangka yang bersangkutan wajib melaporkan
perihal keanggotaan tersebut kepada Kepala Bap-
pebti.

Paragraf 2 .
Wakil Pialang Berjangka
Pasal 55

Pelaksanaan keglatan sebagai Wakll Pialang

Berjangka hanya_dapat ditakukan setelah- mendapat
izin dari Kepala Bappebti. '

Pasal 56

lzin sebagal Wakil  Pialang Berjangka hanya ‘

diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki

- keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kon-

trak Berjangka, Kontrak Derivatif Syanah ~dan/atau
Kontrak Derivatif Ialnnya

' Pasal 57 . ‘
(1) Permohonan untuk memperoleh izin .sebagai
‘Wakil Pialang Berjangka, diajukan kepada Kepala
Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:
a. ijazah pendldlkan formal;

Business News 8643;’?9 12.2014 .

'setelah memperoleh persetujuan Kepala Bappeb- |

.cabang seb-

rencana usaha yang, dltuangkan‘

Plalang Berjangka dapat menjadl anggota di Ieblh'_
Dalam hal Pialang Berjangka memiliki keang-

" Pialang.
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b.. tanda Julus ujian profesi yang diselenggarakan
oleh Kepala Bappebti; dan
c. rekomendasi darl Plalang Berjangka yang ber-
sangkutan,
{2) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat
(1}, diajukan dengan menggunakan formulir yang
_ bentuk ‘dan isinya dltetapkan oleh Kepala Bap-
pebti.

Pasal 58
Kepala Bappebtl wajib memberikan atau meno-
lak permohonan yang diajukan setiap Pihak un-
tuk memperoleh izin usaha sebagai Wakil Plalang
"Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari

(1)

kerja terhitung sejak permohonan diterima secara

lengkap.

Izin Wakil Pialang B‘erjangka berlaku selama Wak_il
_ Pialang Berjangka tersebut masih aktif melakukan
" kegiatannya. o :

(2}

"Pasal b9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
Wakil Pialang Be‘rjaﬁgk‘a diatur dengan Peraturan Ke-'

pala Bappebti,
Bagian Kedua
Penas:hat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka
: Paragraf 1
Penasihat Berjangka ‘
Pasal 60

-(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjang-
ka hanya-dapat dilakukan oleh Pihak yang telah ;

memperoleh -izin usaha sebagai Penasihat Ber-
_ jangka dari Kepala Bappebti. '

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut:

a. bank, pegawai bank, reporter berita, .surat

~ kabar, pengacara,’ akuntan, guru, Pialang
Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka,
atau Bursa Berjangka yang secara tidak tetap
melakukan kegiatan atau profesi tersebut;

(2)

b pihak yang memberikan nasihat kepéda ke-

lompok investasi kolektif dalam satu kelom-
“pok usaha yang dikendalikannya, selain Sen-
- 'tra Dana Berjangka; atau
‘c. pihak lainnya yang dikecualikan berdasarkan
peraturafh perundang- undangan, di bldang
Perdagangan Berjangka.

secara langsung, melalui penerbntan publikasi

Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada’
ayat (1} melakukan kegiatan memberikan nasihat

£

:
E,

(5)

A1)

{2)

(2)

3)
. .memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan,

khusus, atau laporan melalui media elektronik.
Nasihat. sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (3)
memuat analisis mengenai harga atau kegiatan
perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Deriva-
tif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Pial-
ang Berjangka dapat melaksanakan keglatan seb-
agai Penasihat Berjangka

(4)

Pasal 61
Penasnhat Berjangka berhak mendapatkan pem-
- bayaran atas Nasihat sebagaimana dimaksud
_dalam Pasal 60 ayat (4} dari Nasabah. ‘
Dalam hal nasihat sebagarmana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (4} diberikan oleh Penasihat Ber—
" . jangka yang memiliki izin usaha sebagai P|alang

Berjangka, Penasihat -Berjangka tersebut. tidak

) berhak mendapat pembayaran

* Pasal 62
(1)
* agai. Penasihat Berjangka diajukan kepada Kepala

kut:

_usaha, atau. akta pendirian perseroan terba-
- tas; ' -
b. Nomor Pokck Wajib Pajak (NPWP);
c. memenuhi persyaratan keuangan

yang
- ditetapkan; dan T

~d. daftar nama'tenaga ahli yang memiliki izin se-'

bagai Wakil Penasmat Berjangka dari Kepala
Bappebti. o _
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} diajukan dengan menggunakan formulir yang
" bentuk dan |smya dlatur dengan Peraturan Kepala
. Bappebtl n
lzin usaha Penasihat Berjangka diberikan setelah

©_ sarana fisik yang'dilakukan oleh Kepata Bappebti.

. Pasal 63 :
- Penasihat Berjangka waijib memiliki pailng se-
dikit 3 {tiga} orang Wakil Penasmat Berjangka.

Pasal 64
{ 1) Penasihat Berjangka dilarang untuk dikendalikan,

" baik langsung maupun tidak Iangsung oleh orang 1 .

persecrangan yang:
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
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Bappebti dlsertai dengan dokumen sebagal beri-

a. bukti Iegalltas usaha, akta pendlnan badan.
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b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direk-
tur atau komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan ‘suatu perusahaan dinyatakan
pailit da[am jangka waktu 5 (lima) tahun tera-
khir; :
¢. pernah d:pldana karena terbuktl melakukan
tindak p:dana dl bldang ekonoml atau keuan-
‘ gan;
d. pernah dipidana yang ancaman hukumannya
lebih dari 5 (lima) tahun;
-e. tidak memiliki akhlak dan morat’ yang balk
atau ‘
f..' tidak memlllk: pengetahuan d| b:dang Perda-
gangan Berjangka.
Penasihat Berjangka wajib melaporkan pihak yang
mengendalikan perusahaannya baik langsung
maupun tidak langsung termasuk perubahannya
kepada Kepala Bappebti. -

(2)

_ Pasal 65

Penasihat Berjangka dapat membuka kantor ca-
bang. .
Pembukaan kantor c';abang 'sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki rencana usaha ‘yang dituangkan

dalam rencana kegiatan"perusahaan;
b. .memiliki Wakil Penasihat Berjangka; dan
c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup. -
Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bap-

()

(2)

(3)

pebti dengan rhenggunakan formuiir yang bentuk -

dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala
'Bappebu

Pasal 66 ,
Kepala Bappebh wajib memberlkan atau meno-
tak permohonan yang diajukan setiap Pihak un-
tuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat

m

Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari -
kerja terhitung sejak permohonan diterima secara

lengkap. :

Izin usaha Penasihat Berjangka ‘berlaku selama
- Penasihat Berjangka tersebut masih aktlf melaku-

kan keglatannya

(2)

Pasal 67

Ketentuan lebih . lanjut mengenai perizinan -

Penasihat Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala
.Bappebu ;

Paragraf 2

{

Wakil Penasihat Berjangka
~ 'Pasal 68
Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Penasihat
Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat
izin dari Kepala Bappebt;. |

Pasal 69 .
Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya

diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki.

keahlian di bldang analisis Perdagangan Berjangka
Pasal 70 : :
(1} Permohonan untuk memperoleh ‘izin sebagal
" Wakil Penasihat Berjangka diajukan kepada Ke-
pala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:
~ a. ijazah pendidikan formal; dan o
" b. tanda lulus ujian profeS| yang dlselenggarakan
oleh Bappebti, '
Permohonan sebagaimana dimaksud' pada ayat
(1) diajukan dengan m’ianggunakan formulir'\]ang
"bentuk dan isinya dltetapkan dengan Peraturan
Kepala Bappebtl

(2}

‘ Pasal 71
(1)

tuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat
'Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari
kerja terhitung sejak permohonan dlterlma secara
lengkap.

{2)
Penasihat Berjangka tersebut masm aktif melaku-
kan keglatannya

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan,

Wakil Penasihat Berjangka diatur dengan Peraturan

Kepala Bappebti

Bagiari Ketiga
.Pedagang Berjangka:
Pasal 73
(1) Kegiatan usaha sebagai
hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Ber-
- Jangka, baik orang perseorangan maupun badan
usaha, yang berdomisili di-dalam atau di luar neg-
‘eri, yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran

ti. ‘ : .
{2). Sertifikat' pendaftaran sebagaimana dimaksud
. pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Bappebti ke-
pada Pihak yang memiliki mtegntas keuangan
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Képala Bappebti wajib memberikan atau meno-
- lak permohonan yang diajukan setiap Pihak un--

Izin usahé Penasihat Ber;angka berlaku selama

Pedagang Berjangka’

sebagai Pedagang Berjangka dari Kepala Bappeb--
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- reputasi bisnis yang'béik,_dari kecakapan profesi. .

Pasal 74
Pedagang Berjangka wajib memenuhl persyaratan
permodalan.
Ketentuan mengenai permodalan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepala Bappebti.

Pasal 76

Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaf- .

taran sebagai Pedagang Berjangka dlajukan ke-
pada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen
yang: dipersyaratkan.

Dalam hal permohonan diajukan oleh orang

perseorangan maka permohonan diajukan kepada

Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang

. dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3

. {4)

(n

(1) paling sedikit sebagai berikut:

a. tanda keanggotaan Bursa Berjangka, '

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan

c. sertifikat keahlian.

Dalam hal permghenan dlajukan oleh badan

'usaha, maka permohonan diajukan kepada Ke-

pala Bappebti disertai dengan dokumen yang di-

_persyaratkan sebaga;mana dimaksud - pada ayat

{1} paling sedikit sebagai berikut:
a. tanda keanggotaan Bursa Berjangka,
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

¢. . nama tenaga ahli yang dibuktikan telah. memi-

liki sertifikat pelatlhan di: btdang Perdagangan
Berjangka. '

Permohonan- sebagaimana dlmaksud pada ayat:
{1} diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk- dan |5|nya ditetapkan dengan Peraturan :

Kepala Bappebt1

o Pasal 76

_Pedagang Berjangka yang berbentuk badan usaha
dilarang untuk dikendalikan, baik Iangsung mau- -

pun tlciak langsung -oleh orang perseorangan

yang:

a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum

b pernah dinyatakan palllt atau menjadl direk-
tur atau komisaris yang dlnyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dlnyatakan
pailit dalam jangka waktu 5 {lima) tahun tera-
khir;

.c. pernah dlpldana karena terbuktl melakukan

tindak pidana di bidang ekonomi atau keuan-

d. .pernah dipidana yang ancaman hukumannya
_lebih dari 5 (lima} tahun; ' :
e. tidak mernlllkl akhlak dan moral yang baik;
atau’ : '
f. tidak memiliki pengetahuan d| bldang Perda-
ga-ngan Berjangka.

1 {2) Pedagang Berjangka wajib melaporkan plhak

yang mengendallkan perusahaannya baik lang-
sung maupun tidak Iangsung kepada Kepala Bap-
pebti. o

Pasal 77 -

(1) Kepala Bappebti .wajib memberikan atau meno-
lak permohonan yang diajukan setiap Pihak un-
tuk rmemperoleh izin usaha sebagai Penasihat
Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari
kerja terhitung sejak permohonan d|ter|ma secara
lengkap. ‘

{2) Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku seiama

Penasihat Berjangka tersebut maslh aktif melaku-
kan kegiatannya. :

Pasal 78
Ketentuan lebih Ianjut mengenai- pemberian
sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka diatur
dengan Peraturan Kepala Bappebti.

~ Bagian Keempat
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatlf
Pasal 79 _
Pelaksanaan kegiatan sebaga| Penyelenggara .
Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan
oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh per-
setujuan dari Kepala Bappebti. ' :

Pasal 80 -

A1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

wajib memenuhl persyaratan permodalan.

(2} Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepala Bappebti.

Pasal 81

(1). Permohonan untuk memperoleh PersetUjuan se-

' bagal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alter-
natif diajukan kepada Kepala Bappebti disertai
dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:-
a. 'Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
" - ¢. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
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d. tanda keanggotaan pada Lembaga Klmng Ber-

‘ jangka; -
e. laporan keuangan atas saldo modal yang telah
diaudit oleh Akuntan. Publik;
f. pernyataan tertulis kesiapan sarana dan

sistem yang mendukung perdagangan secara |

teratur, wajar, efisien, efektif, cfan transpar-
~ an; dan
" g. perjanjian kerjasama dengan PlaIang Berjang-
" ka .Anggota Kliring Berjangka Peserta: S:stem
Perdagangan Alternatif, .
- (2} -Permochonan sebagalmana dimaksud pada ayat
(1} diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya dltetapkan dengan Peraturan
Kepala Bappebti.

Pasal 82

{1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-

lak permohonan ‘yang diajukan setiap Pihak un‘-.3

tuk memperoleh persetyjuan bagi Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 32

{tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permo-

honan diterima secara lengkap. .
Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan
Alternatif berlaku selama Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif  tersebut masih aktif
melakukan kegiatannya. :

- (2)

Pasal 83
Ketentuan lebih fanjut mengenai pemberlan
_persetujuan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan
Alternatif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kelima
‘Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
Pasal 84
Pelaksanaan kegiatan sebaga: Peserta Slstem
Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada
Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring

Berjangka dan telah memperoleh persetUJuan dari Ke- '

pala Bappebtl

Pasal 85

(1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib me-
menuhi persyaratan.permodalan. :
{2) Ketentuan mengenai permodalan’ sebagaimana
" dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Kepala Bappebt:
‘ - Pasal 86 : _
Permohonan untuk memperoleh Persetujuan

sebagal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan

~ dokumen paling sedikit sebagai berlkut
a. Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP);
b. izin usaha Pialang Berjangka; ,

~ ¢. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
d

. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Ber-

jangka;

e. laporan keuangan atas saldo modal yang telah

diaudit oleh Akuntan Publlk
f.  pernyataan tertulis kesiapan sarana dan

sistem yang mendukung perdagangan secara -

- teratur, -
wajar, efisien, efektif dan transparah; dan ‘
g perjanjian kerjasama dengan Pedagang Ber-

" jangka Anggota Kiiring Berjangka Penyeleng-

" gara Sistem Perdagangan Alternatif.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya dltetapkan dengan Peraturan
Kepala Bappebti.

(2)

Pasal 87 : v
{1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-
tuk memperoleh persetujuan bagi Peserta Sistem
Perdagangan Alternatif paling lambat 32 (tiga pu-
luh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap. ‘
Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alterna-
tif berlaku selama Peserta Sistem Perdagangan
~ Alternatif tersebut masih aktlf melakukan keg-
iatannya.

{(2)

7

“ Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenal pemberian

persetujuan bagi Peserta Sistem Perdagangan Alter-
natif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. ‘

BAB V

SENTRA DANA BERJANGKA PENGELOLA SENTRA i

DANA BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA -
SENTRA DANA BERJANGKA
Bagian Kesatu -
Sentra Dana Berjangka -
Pasal 89

(1) Sentra Dana Berjangka dibentuk berdasarkan ip

~ kontrak antara Pengelola Sentra Dana Berjangka

* . dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka.
2) . Kontrak‘pembentukah Sentra Dana Berjangka se-
' bagalmana dlmaksud pada ayat {1 wajib mem-

(1)

peroleh persetu;uan ‘dari Kepala Bappebtl
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(3) Kontrak pembentukan Sentra Dana ‘Berja_ngka‘ ‘
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat

semua peserta Sentra Dana Berjangka.

Pasal ‘90

Kontrak pembentukan Senitra Dana Berjangka

sebaganmana dimaksud dalam Pasal g9 memuat hal-

hal sebagai. benkut

a. nama dan alamat Pengelola Sentra Dana Berjang-

~ ka;-

b. nama dan alamat Bank Penitipan Sentra Dana
Berjangka; : ‘ ' ‘

¢. hak dan kewajiban Pengelola Sentra Dana Ber-
jangka termasuk kewajiban untuk menyertakan
sejumlah dananya pada Sentra Dana Berjangka,

d. “hak dan kewajiban Bank Penitipan Sentra Dana

Berjang ka;

e. hak dan kewajlban dari peserta Sentra Dana Ber-.

jangka;

f. rencana usaha termasuk tujuan dan arah: kebi-
-jakan investasi;

g. jumlah imbalan yang dlpungut

h. biaya-biaya yarig dibebhankan;

'i.  pernyataan itikad baik dan tanggung Jawab Pen- .
' gelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Peniti-.

: pan Sentra Dana Berjangka bahwa pelaksanaan
tugasnya semata-mata untuk kepentingan peser-
ta Sentra Dana Berjangka; -

j. . keadaan yang memperbolehkan Pengelola Sentra EE

Dana Berjangka menunda atau menolak pembe-
lian kembali Sertifikat Penyertaan,

k. penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak .
yang terkait dalam keglatan Sentra Dana Berjangka,'

dan

:'I. keadaan yang mengharuskan Pengelola Sentra
Dana Berjangka menghentikan kegiatan Sentra

Dana Berjangka.

Pasal 891
(1) Permohonan persetuluan atas kontrak pemben-

tukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 89 ayat (2) diajukan oleh .

Pengelola Sentra Dana. Berjangka kepada Kepala

Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau ket-

erangan sebagai berikut:
a. izin usaha Pengelola Sentra Dana Ber]angka
b. persetujuan Bank Pemtlpan Sentra Dana Ber-
jangka yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti;
¢. rencana usaha dan proyek5| keuangan -3. (tiga)
. tahun; .
d. izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

i

dan :
-e, prospektus yang digunakan dalam penawaran
investasi Sentra Dana Berjangka.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
. (1) diajukan dengan'menggunakan formulir yang
" bentuk dan isinya dltetapkan dengan Peraturan
: Kepaia Bappebtn

| . Pasal92 |
* Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

‘persyaratan 'pemberian persetujuan kontrak pemben-

tukan Sentra Dana Berjangka dlatur dengan Peraturan

Kepala Bappebtl

Bagian Kedua ‘
Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 93
Pelaksanaan kegiatan sebagal Pengelola Sen- |
tra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perse-
roan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dan

" Kepala Bappebﬂ

- Pasal 94
(1)  Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi
_persyaratan permodalan. . -
(2) Ketentuan mengenai permodalan sebagatmana
' dimaksud pada ayat (1) dlatur dengan peraturan
 Kepala Bappebtl

Pasal 95
(1) Permohonan untuk memperoleh jizin usaha sebagai
Pengelola Sentra Dana Berjangka digjukan kepada
Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai
berikut:
a. salinan akta pendman perseroan terbatas-
~ yang telah disahkan oleh menteri yang meny-
elenggarakan urusan pemerlntahan di. bldang‘
hukum;
b. daftar nama pemegang saham
daftar nama pengendali perusahaan; =
d. Nomor Pokok Waijib. Pajak (NPWP) perseroan
' terbatas;
. e. daftar nama calon anggota komlsarls dan di-
‘reksi; dan
f. nama-nama calon tenaga'ahli yang akan ber-
tindak sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangka setelah mendapat izin dari Kepala
Bappebti. - '
{2) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat
{1) diajukan dengan menggunakan formulir yang

o
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bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Bappebti. '

. Pasal 96
Pengelola Sentra_ Dana Berjangka wajib memi-
liki paling sedikit & (lima} orang Wakil Pengelola Sen-

tra Dana Berjangka yang salah seorang dlantaranya‘

berkedudukan sebagai direktur.

Pasal &7 ‘

{1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang untuk
dikendalikan, baik langsung maupun tidak lang-
sung oleh orang perseorangan yang:

a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

~ b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direk-
tur atau komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
‘pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tera-
khir;

¢. pernah dipidana karena terbukti melakukan

- tindak pidana di bidang ekonomi atau keuan-
gan; .

d. pernah dipidana yang ancaman hukumannya

" lebih dari 5 {lima) tahun;

e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap per-
aturan perundang-undangan di bidang Perda-
ga-ngan Berjangka; -

f. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
atau

g. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perda-
gangan Barjangka.

(2) Pengelola Sentra Dana Berjangka Wajlb melapor- .

kan Pihak yang mengendalikan perusahaannya
baik langsung maupun tidak langsung termasuk
perubahannya kepada Kepala Bappebti.
, Pasal 98
(1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat mengin-
vestasikan dana yang dihimpun secara kolektif
dari masyarakat dalam Kontrak Berjangka dan/
atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Ber-
jangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur
dengan Peraturan Kepala Bappebti. _
{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dnatur dengan
_ Peraturan Kepaia Bappebtl

Pasal 99
(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-
‘ lak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk
memperoléh izin usaha sebagai Pengelola Sentra

(1) Permohonan untuk memperoleh

Dana Berjangka paling lambat 32'(tiga puluh dua)
Hari kerja terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap.

{2} lzin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka ber-
laku selama Pengelola Sentra Dana .Berjangka
tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

.Pasal 100

Ketentuan lebih lénjut mengenai persyaratan

dan tata cara pemberian izin usaha sebagai Pengelola

Sentra Dana _Bérjahgka‘diatUr dengan Peraturan Ke-
~ pala Bappebti.

Bagian Kedua
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 101
lzin sebagai Wakil Pengelbla Sentra Dana Ber-

jangka hanya diberikan kepada orang perseorangan

yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra
Dana Berjangka.

Pasal 102

izin sebagai
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan
kepada Kepala Bappebti disertai dokumen seb-
agai berikut: :
a. uazah pendidikan formal;

b. tanda lulus ujian profesi sebagai Wakil Pen-
gelola Sentra Dana Berjangka yang dlse|eng-
garakan oleh Bappebti; dan

~ ¢. rekomendasi dari Pengelola Sentra Dana Ber-
jangka yang bersangkutan. .

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Bappebti.

| ‘Pasal 103
(1) Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-
lak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk

memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra

Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap.

(2) lzin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka ber-

-laku selama Wakil Pengelola Sentra Dana Ber-
jangka tersebut masih aktlf melakukan keglatan-
nya.

. Pasal 104
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
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Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dlatur dengan
Peraturan Kepala Bappebtl :

{n

(2)

{3

(4

~ c¢. sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka
yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/

(5)

(6)

(1

BAB VI
DANA KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Penghimpunan Dana Kompensasi
' Pasal 105

Dana Kompensas: dihimpun oleh Bursa Berjang-

ka. .

Dana Kompensasi sebagaimana dlmaksud pada

ayat {1) berasal dari:

a. kontribusi secara tunai dari setiap anggota
Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagal
Pialang Berjangka; dan

b. sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala
Bappebti.

Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib

dihimpun dan besar kontribusi Pialang Berjangka

se-bagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a

ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetu-

juan Kepala Bappebti.

Sumber sah lain - sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} huruf b dapat dihimpun dari:

a. sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang

berkaitan dengan perdagangan Kontrak Ber-'

.jangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif lainnya;

b. sebagian biaya jasa yang berkaltan dengan
kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kon-
trak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak De-
rivatif lainnya; atau ‘

atau hasil yang dlperoleh dari Dana Kompen-
sasi tersebut.
Besarnya biaya yang dikenakan terhadap keg-
iatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf
a dan huruf b terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan dari Bappebti.
Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa

Berjangka pada saat pengajuan permohonan men- .

jadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan
sebagai Pialang Berjangka.

Bagian Kedua
Penyimpanan Dana Kompensasi
" Pasal 106
Dana Kompensasi wajib disimpan dalam reken-
ing yang dibuat khusus untuk menyimpan Dana
Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Ke-

(2).
L (3)

{4)

)

pala Bappebti. ‘
Pembukuan Dana Kompensasr terplsah dengan
pembukuan Bursa Berjangka.
Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib di-
periksa dan diaudit oleh Akuntan Publik.
Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan
keuangan Dana Kompensasi- sebagaimana di-
maksud pada avyat (3} kepada Kep"ala Bappebti
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun buku. :
Bagian Ketiga I
Penggunaan Dana Kompensasi

Pasal 107 h
Dana Kompensasi digunakan untuk pembayaran |
ganti rugi kepada Nasabah akibat cidera janji Pial-

- ang Berjangka.

(2}

(1)

- (2)

(1}

(2)

Ganti rugi sebagaimana dim-ak's'ud: pada ayat (1)
dibayarkan sebesar nilai kerugian.

Pasal 108
Nasabah dapat melakukan tuntutan ganti rugi
pada Bursa Berjangka atas cidera janji Pialang
Berjangka.
Tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka seb-

. agai-mana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi

jika memenuhl persyaratan sebagai berikut:

a. Nasabah yang bersangkutan telah melakukan
upaya penagihan secara maksimal kepada Pi-
alang Berjangka yang melakukan cidera janiji
tersebut;

b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian
yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan
cidera janji Pialang Berjangka yang menerima
amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan

c. jumlah uvang yang dituntut adalah jumlah ganti '
rugi yang sebenarnya terjadi. '

. . Pasal 109
Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah
minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia.
Besarnya Dana Kompensasi yang harus tersedia
untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan
oleh Bursa Berjangka atas persetu;uan Kepala
Bappebtl

Pasal 110
{Bersambung]
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Pasal 110 .

(1} Bursa Berjangka wajib membentuk suatu unit khu-
sus untuk menghlmpun dan menggunakan Dana
KompensaSI

(2) Unit khusus sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka

Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penggunaan Dana Kompensasi diatur dengan Per-
aturan Kepala Bappebti. :

BAB VI
BANK PENYIMPANAN DANA
Pasal 112

‘ (1) Set:ap dana Nasabah, Dana Kompensass, dana

_jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka wajib
disimpan dalam rekening terpisah dari rekening
lembaga yang menyimpan dana tersebut pada
bank umurm yang berstatus bank devisa.

Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjalankan kegiatan penyimpanan dana Na-

sabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, danlatau '

dana Sentra Dana Berjangka setelah mendapat
persetu;uan dari Kepala Bappebti.

Pasal 1 13 ‘

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 112 ayat {2), bank tersebut wa-
jib mengajukan permohonan kepada Kepala Rappebti
disertai dokumen sebagai berikut: '

a. anggaran dasar; -
b. Nomor Pokok Waijib Pajak {(NPWP);
¢. izin usaha sebagai bank umum yang berstatus se-
_bagai bank devisa;
d. laporan keuangan 3 (tiga). tahun terakhir setelah
diaudit oleh Akuntan Publik;
e. buku pedoman operasmnal tentang kegiatan pe—
_nyimpanan dana dalam rekening terpisah yang
akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
f.. rekomendasi dari Bank Indonesia.

. Pasal 114
Kepala Bappebti wajib memberikan atau meno-
lak permohonan yang diajukan setiap Pihak un-

(1)

. tuk memperoleh persetujuan bagi bank yang

dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana
Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/
atau Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 {tiga
puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap.
Persetujuan bank yang dapat menjalankan ke-
giatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kom-
pensasi, dana jaminan; dan/atau Sentra Dana Ber-
jangka berlaku selama bank tersebut masih aktif
melakukan kegiatan penyimpanan dana Nasabah,
Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra
Dana Berjangka. ‘

{2)

Pasal 115
Ketentuan lebih lanjut mengenal pemberian
persetuluan bagi bank yang dapat menjalankan keg-

jatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, .

dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka dan

tata cara penyimpanan dana pada rekening terpisah

diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB VIII

" PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BER-

JANGKA LUAR NEGERI
‘ Pasal 116

. (1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka

luar negen hanya dapat dilakukan oleh Pialang
Berjangka. -
Pialang Berjangka yang dapat melakukan Peny-
aluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib
mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1}, Pialang Berjangka harus:
a. menyetorkan dana jaminan sebagaimana
ditetapkan oleh Kepala Bappebti; '
b. mempunyair Wakil Pialang Berjangka yang
menguasai atau mengerti perafuran dan tata
tertib Bursa Berjangka serta Kontrak Berjang-
ka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang
diperdagangkan di Bursa Barjangka tersebut
yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat
keterangan.
¢. melampirkan

(2)

(3)

izin' usaha sebagai Pialang
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‘Berjangka dari Bappebti; -
d. melampirkan surat kesepakatan antara pemo-
hon dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring
_ Berjangka luar negeri yang b_ersangkufan: dan
“'e. melampirkan daftar Kontrak Berjangka dan/
atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan di-

perdagangkan sesuai dengan daftar yang
ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 117 _ :
(1) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat (3) huruf a digunakan untuk membayar
~ kewajiban Pialang Berjangka kepada -Nasabah
yang tidak bisa atau lalai diselesaikan.
(2} Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

116 ayat {3) huruf a dikembalikan kepada Pial- :

ang Berjangka, apabila yang bersangkutan meng-
hentikan kegiatan penyaluran amanat Nasabah ke
Bursa Berjangka luar negeri. :

Pasal 118
(1) Kepala Bappebti menetapkan. daftar:
" a. Bursa Berjangka luar negeri; dan
b. Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya yang dapat dlsalurkan ke Bursa Ber-
jangka lvar negeri.

‘ (2) “Dalam menetapkan daftar sebagalmana dimaksud

pada ayat (1), Bappebti melakukan penelitian. ter-

“hadap Bursa Berjangka luar negeri serta Kontrak .

Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Iéinnya yang
diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri
. tersebut.
(3} Dalam menetapkan daftar sebagalmana dimaksud
 pada ayat {1}, Bappebti mempertimbangkan:
-a. ‘peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar
‘ negeri yang bersangkutan memberi perlindun-
gan yang sama kepada Nasabah dalam neger-
inya dan Nasabah dari luar negeri;

b. persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang di-

perdagangkan di Bursa Berjahgka luar negeri :

tersebut; dan

c. Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Denvatlf'
lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b»
mempunyai manfaat bagi perekonomlan Indo-‘ :

nesia.

Pasal 119

Kepala Bappebti wajib mem.berikanratalj me- :

nolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk

memperoleh perse_tujuar_\ bagi Pialang Berjangka yang

dapat melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bur-

sa Ber;angka luar negeri paling lambat 32 (tlga puluh

dua} hari kerja terhitung sejak permohonan diterima’
" secara lengkap. . - :

Pasal 120
Ketentuan . lebih lanjut - mengenai pembe-
rian persetujuan bagi Pialang Berjangka yang dapat
melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Ber-

" jangka luar negeri, persyaratan dan tata cara penyal-

uran amanat Nasabah dan dana jaminan, serta peneta-

pan daftar Bursa Berjangka beserta Kontrak Berjangka

dan/atau Kontrak Derivatif Iain‘nya yang dapat disal-
urkan ke Bursa'Berjangka luar negeri diatur dengan
Peraturan Kepala Bappebﬂ

o BAB IX
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- Pasal 121 .

- Pemegang izin usaha Bursa Berjangka, Lem-

baga- Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat
Berjangka, dan Pengelola' Sentra Dana Berjangka, izin

“Wakil Pialang.Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka,
-dan Wakil Pengelola Séntra Dana Berjangka, sertifikat

pendaftaran Pedagang Berjangka, dan persetujuan Pi-

- alang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah

ke Bursa Berjangka luar negeri, F_’enyelénggara Sistem
Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif serta persetujuan bank, wajib melaporkan

tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap -

tahun takwim kepada Kepala Bappebti dengan meng-
gunakan formulir yang bentuk dan |smya dltetapkan
dengan Peraturan Kepala Bappebtl

Pasal 122

(1) Bursa Berjangka Lembaga Kliring Berjangka, Plal—

ang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Penge-
lola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, me-
~ nyimpan, dan memelihara catatan mengenai:

_ a. organisasi, personil, dan dokumen tertulis me-
nyangkut kebuaksanaan prosedur, dan sistem
kerja; ‘

b. keadaan . keuangan, -kekayaan,‘ kewajiban
"keuangan, dan perhitungan rugi/laba;

c. data keanggotaan, Nasabah, klien, atau peser-r

ta Sentra Dana Berjangka; dan :
d. pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari se-
" cara lengkap dan sistematis.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa data transaksi harian di Bursa Berjangk.a I

dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring
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Berjangka serta neraca dan Iaporan rugi/laba ta-
hunan wajib dipublikasikan dalam jan"gka waktu

tertentu. .
Catatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) wa-
- 'jib-dilaporkan kepada Kepala Bappebti.. :

'-.:._,__Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk catatan,

. publikasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada avyat (1), ayat {2), dan ayat (3} diatur dengan
Peraturan Kepala Bappebti. '

N 'Pasal 123
" Bursa Bérjangka wajib membuat, menyimpan, dan
. memelihara catatan transaksi Kontrak Berjangka,
* Kontrak. Derivatif. Syariah, dan/atau Kontrak De-
rivatif lainnya dan Opsi di Bursa Berjangka.

" Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pal-
ing sedikit memuat informasi: -
“a. tanggal dan jam transaksi;

b. jumlah transaksi; .

c. jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif
- Syariah, dan/atau Kontrak Derlvatlf lainnya

atau Opsi;

harga atau premi;

bulan penyerahan waktu jatuh tempo,.

transaksi Opsi jual atau beli;

harga patokan; dan

nama pelaku transaksi.
Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum
Jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
Ketentuan Ieb:h lanjut mengenai bentuk laporan
sebagaimana dimaksud-pada ayat (3) diatur den-
gan Peraturan Képala Bappebti.

7@ .*sb-si

Pasal 124 |
Bursa Berjangka wajib mempublikasikan pada se-
tiap hari informasi mengenai:-

a. volume _perdagangan, jumlah transaksn Kon- |
trak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/

atau Kontrak Derivatif lainnya yang disele-
saikan secara tunai, jumlah Kontrak Berjangka

yang terbuka, jumlah Kontrak Berjangka terbu-.

ka yang telah diputuskan ditutup dengan pe-

nyerahan barang, dan jumlah Opsi yang telah

ditaksanakan; dan

b. harga pada pericde pembukuan dan penutu-’ :

pan, harga jual atau penawaran yang teren-

dah, harga beli atau permintaan yang tertinggi,

“harga transaksi tertinggi dan terendah, serta
harga penyelesalan

{(2) Ketentuan Iebih IanJut mengenal bentuk publlkaSI

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1} dlatur den- -

- gan Peraturan Kepala Bappebti.

. Pasal 125
Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, meme-
lihara, dan menyimpan catatan transaksi Kontrak

'Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau’

Kontrak' Derivatif lainnya di Bursa Berjangka dan/
atau di Sistem Perdagangan Alternatif.

Catatan sebagalmana d|maksud pada ayat {1) pal-
ing sedikit memuat informasi:

' Sa. tanggal transaksi;

- waktu transaksi;

jumlah transaksi;

“harga atau premi,

3 bulan penyerahan atau tanggal jatuh tempo;
. dan .

f. transaksi Op5|

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

eapyo

_ wajib ditaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum

jam perdagangan dimulai pada hari be_rikutnya.'
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan for-

" mat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) |

diatur dengan Peraturan Kepala_Bappebti.

; Pasal 126
L.embaga Klmng Berjangka wajib membuat,

* menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:
‘tanggal penerimaan dan pengembalian Margin
_ yang berupa uang atau surat berharga;’

|dent|tas lembaga tempat Margin d|S|mpan secara‘

~ terpisah; dan

pencarian Margin yang berupa surat berharga se-
bagaimana dimaksud dalam huruf a disertai den-
gan pénjelasan mengenai fakta-fakta dan keadaan
yang menyebabkan penbairan tersebut dilakukan
serta kevyenangan untuk melakukan pencairan

© tersebut.

. Pasal 127

Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka wajib -
membuat, menyimpan, dan memelihara:

a. semua catatan keuangan dan pembukuan

. keuangan yang dibuat secara benar dan sesuai

_dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

serta tersedia setiap saat untuk diperiksa; dan

'b. catatan transaksi, termasuk semua Kartu,

memo, atau rekaman yang berkaitan dehgan ‘
kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
lalnnya, Opsi dan I(omodltl d: pasar fisik.
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(2)

(3)

{4)

(1)

{2)

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-
- liputi:

a. semua pesanan yang telah ditransaksikan,
yang belum ditransaksikan, atau yang dibatal-
kan;

b. kartu transaksi;

¢.- kartu tanda tangan;

.d. buku catatan transaks1

e. jurnal;

f. buku kas;

9. cek yang dibatalkan;

h. salinan konfirmasi;

i. salinan pernyataan jual dan beli;

j- ‘Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;

k. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko; dan

1. catatan lainnya yang dibuat berkaitan den-
gan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah danfatau Kontrak
Derivatif lainnya, Opsi dan Komoditi di pasar-
fisik. "

Untuk transaksi Opsi harus dlcatat informasi men- -

gena|

a. waktu transaksi;

b. transaksi Opsi jual atau hel:

c. waktu jatuh tempo;

d. jumlah transaksi,

e. jenis Opsi; dan

f. harga patokan, premi, komisi, dan biaya lain-
nya. ‘ ' -

. Pasal 128
Pialang Berjangka yang menerima amanat wajib
" membuat, mehyimpan, dan memelihara catatan
nama Pihak yang memberi amanat, nomor reken-
ing, dan data amanat dalam kartu amanat.

Kartu amanat sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} wajib segera diberi tanda waktu terima amanat

dengan menggunakan peralatan atau mesin pen-

.. catat waktu. ‘
Pasal 129 -
Pialang Berjéngka wajib membuat, menyimpan,

(1)

PEE\EGUMUMAN ! PERATUHAMW ] )

Catatan, pembukuan keuangan, dan catatan tran-
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat.(1} wajib
tersedia setiap saat untuk diperiksa. '

‘dan memelihara catatan keuangan yang terpisah
untuk setiap Nasabah, yang meliputi uang masuk
dan keluar dan semua transaksi Kontrak Berjang-
ka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya di Bursa Berjangka dalam neg-

(2}

(3}

(1

(2)

3

(4)

(1

{2

- harga, jumlah transaksi, dan jenis komoditi.

Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirma-
si tentang posisi keuangan Nasabah, mencakup
berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi

dan jasa kepada Nasabah setiap hari, paling lam-

bat hari kerja berikutnya.

Pialang Berjangka wajib. membuat konfirmasi pal-
ing sedikit 1 (satu} bulan sekali kepada Nasabah
tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kon-
trak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya dan harga yang terjadi, laba atau rugi ber-
sih yang belum nyata, semua dana Nasabah, dan
berbagai biaya yang dibebankan kepada rekening
Nasabah tersebut.

Pasal 130
Pialang Berjangka wajib membuat iaporan keuan-
gan termasuk perhitungan modal bersih disesuai-
kan setiap 1 (satu). bulan, 3 (tiga) bulan, dan 1
{satu) tahun sesuai dengan bentuk laporan yang

. ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Laporan keuangan setiap bulan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) wajib disampaikan kepa-
da Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah tanggal periode pelaporan berakhir.

Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Ke-
pala Bappebti dan Bursa Berjangka paling lambat
45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode
pelaporan berakhir. '
Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimak-
sud pada ayat. (1) harus diaudit oleh Akuntan
Publik dan disampaikan kepada Kepala Bappebti
paling tambat 90 (sembilan puluh) hari setelah be-

.rakhlrnya tahun laporan.

Pasal 131
Direktur kepatuhan Pialang Berjangka Wajlb mem-
buat laporan bulanan. :
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada

~ ayat (1} wajib disampaikan kepada Kepala Bap-

@)

{1

pebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal
periode pelaporan berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata
cara pembuatan laporan bulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan
Kepala Bappebti. .

Pasal 132
Plalang Berjangka wajib melaporkan kepada Ke-
pala Bappebti keadaan sebagai berikut:

eri dan/atau luar negeri yang mencakup waktu,
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a. perusahaan Pialang Berjangka akan memulai,
menghentikan sementara, membuka kembali,

‘atau m_emberhentikan secara tetap kegiatan-

nya; -
b. perusahaan Pialang Berjangka yang bersang-
kutan atau salah satu komisaris, direksi,
manajer, atau Wakil Pialang Berjangka sedang
dalam proses perkara di pengadilan, dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana di bi-

~ dang ekonomi. atau keuangan atau dinyatakan
pailit oleh pengadilan atau melakukan pelang-

garan di bidang perbankan atau sedang dalam

proses penyelesaian hutangnya dengan pihak
"~ ketiga;

¢ terdapat pengurus perusahaan Plalang Ber-

jangka yang melakukan kegiatan di luar ke-
wenangannya; S
d. terdapat pengurus perusahaan atau pegawai

Pialang Berjangka yang dianggap tidak layak

lagi melakukan Perdagangan Berjangka, kare-
na yvang bersangkutan bersikap tidak jujur atau
 tidak adil; ' '
e. terdapat pengurus Pialang Berjangka yang me-
langgar peraturan perundang-undangan d| bi-
dang Perdagangan Berjangka;

f. terdapat perubahan kepemilikan saham peru-

sahaan Pialang Berjangka yang melebihi 10%
{sepuluh perseratus) dari jumiah -saham yang
disetor;

g. tidak merfenuhi batas modal bersih disesuai-
kan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang Perdagangan:

‘Berjangka; atau
h. volume transaksi perusahaan Pialang Ber-

- jangka untuk Nasabah telah mencapai jumilah.

wajib tapor posisi terbuka Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang undangan di bi-
‘dang Perdagangan Berjangka
Apabila Pialang Berjangka mengetahui'terjadinya
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

. a. huruf a sampai dengan huruf e, Pialang Ber-

jangka wajib melaporkan kepada Kepala Bap-
pebti paling lambat 5 (lima) hari sejak diketa-
hui atau dari tanggal permasalahan tersebut
terjadi; -

b. huruf f, Pialang Berjangka wajib melaporkan

kepada Kepala Bappebti paling lambat 15

{lima belas) hari sejak perubahan kepemiilikan

{1

{2}

1

{2)

{3)

{4)

(1)

¢. huruf g dan huruf h, Pialang Berjangka wajib

melaporkan paling lambat sebelum jam perda-
gangan dimulai pada hari berikutnya kepada
. Kepala Bappebti.

~ Pasal 133 ‘
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wa-
jib membuat, memelihara, dan menyimpan semua
catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara

_ benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum serta tersedla setiap saat untuk di-
periksa.

Catatan kegiatan transaksi dan keuangan seb- |-

agaimana dimaksud pada-ayat (1) wajib dilapor-
kan kepada Kepala Bappebti.

Pasal 134
Penasihat Berjangka wajib membuat, memelihara,
dan menyimpan semua catatan kegiatannya se-
cara benar serta tersedia setiap saat untuk di-
periksa.-’
Catatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) me-
liputi: ‘
a. data dan informasi semua klien;
b. semua dokumen resmi dan keterangan lain-
nya; ‘
c. tanda bukti pengakuan klien telah mengerti isi
Dokumen Keterangan Perusahaan;

. d. semua perjanjian tertulis, termasuk Dokumen

Pemberitahuan Adanya Resiko;

- @. semua naskah asli atau salinan dari laporan,

surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan
iklan yang disebarkan kepada klien yang dis-
~ usun berdasarkan tanggal yang tercantum

dalam naskah tersebut; dan

f. buku dan catatan lainnya yang berkaitan den-
gan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak De-
rivatif Syariah, dan/atau Kentrak Derivatif lain-

. nya dan transaksi di pasar fisik yang dilakukan
oleh prinsipalnya.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wa-

jib dilaporkan kepada Kepala Bappebti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan for-

mat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 135 N
Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat,
memelihara, dan menyimpan semua catatan ke-

_giatan transaksi dan keuangan secara benar dan

saham; dan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
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urnum serta tersedla setiap saat untuk dlperlksa

. Catatan sebagaimana d:maksud pada ayat (1) me-

~ liputi:

‘a. catatan harian tentang transaksi yang dilaku-

kan untuk Sentra Dana Berjangka yang mel-
puti tanggal transaksi, jumlah, jenis Kontrak
Berjangka; Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
‘Kontrak Derivatif lainnya, harga, bulan peny-
erahan, jual atau beli, Pialang Berjangka yang
mengelola rekening, Pénasihat Berjangka, ser-
ta untung dan rugi yang diperoleh;

b. pembukuan atau catatan lainnya yang menun-
jukkan semua tanda terima dan pengeluaran
uang, surat berharga, atau kekayaan lainnya;

"'¢. tanda bukti pengakuan peserta Sentra Dana

| A3)

' Berjangka yang telah mengertl isi Dokumen
Keterangan Perusahaan; :

d. buku kas dan catatan lain yang menunjukkan

nama dan alamat setiap peserta Sentra Dana
Berjangka serta dana yang diterima dan dibagi-
kan kepada setiap - peserta Sentra Dana Ber—
jangka; ‘

e. salinan dari konflrma5| transaks1 dan laporan
bulanan dari Plalang Berjangka dan/atau pelaku
lainnya untuk tiap Sentra Dana Berjangka;.

f. cek yang di.ba‘talkan,- laporan bank, jurnal,

"buku kas, bukti pembayaran, data dari kom-
- putet, data lainnya, dan memo yang dibuat

atau diterima yang berka|tan dengan keglatan
' Sentra Dana Berjangka; _

g. semua naskah asli salinan dari laporan, surat,
edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan
.yang diSebarkan kepada peserta Sentra Dana
Berjangka yang.disusun berdasarkan tanggal
yang tercantum dalam naskah.tersebut; dan

h. buku dan catatan
dengan transaksi

Kontrak Berjangka, Kon-

trak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lain-

nya, produk transaksi fisik di Bursa. Berjang-
ka, Sistem 'Perdagangan Alternatif dan/atau

Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Pén-_

gelola Sentra Dana Berjangka atau prinsipal-
nya. ' : '

Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib meny-
erahkan laporan keuangan Sentra Dana Berjangka |

yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang
berlaku umum kepada peserta Sentra Dana Ber-

jangka paling lambat 30 (tlga puluh) hari setelah -
- akhir bulan.

+  Pasal 136

'modal

lainnya vyang - _berk'aitlan'

(1) Setiap Pedagang Berjangka yang menguasai
atau memiliki posisi dalam jumlah mencapai ba-
tas wajib lapor, wajib menyampaikan laporan ke-
-pada Kepala Bappebti paling lambat sebelum jam
perdagangan dimulai pada hari berikutnya setelah

diketahui atau menerima pemberitahuan keadaan

 posisi tersebut.
(2) 'Laporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) d|s-

ampaikan selama Pedagang Berjangka menguasai .

" atau memiliki ‘posisi ‘pada tingkat mencapai atau
melebihi batas waijib lapor.

‘(3}‘ Ketentuan Iebih Janjut mengenai bentuk laporan
_ sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur den- - -

gan Peraturan Kepala Bappebti.

‘ _ Pasal 137
Ketentuan lebih 'lanjut mengenai tata cara
pembukuan dan pelaporan serta bentuk laporan dlatur
dengan Peraturan Kepala Bappebtl :

BAB X

PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA :

Bag|an Kesatu
Pedoman Perilaku Pialang Berjangka
Pasal 138
Plalang Berjangka wajib mempertahankan

dengan Peraturan Kepala Bappebtl

Pasal 139
(1) Plalang Berjangka wajib mengetahui. dan memiliki

data atau lnforma5| mengenai*Nasabahnya yang

meliputi: :
a. nama, kedudukan, dan alamat;
b. pekerjaan dan umur;

¢. kemampuan keuangan;

d

. pengetahuan mengenai Perdagangan Berjang-

. ka; :
e. alasan membuka rekenmg Perdagangan Ber-
jangka; dan
f.. informasi lainnya yang dlperlukan
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam

‘pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat per-
. setujuan tertulis dari Nasabah

" Pasal 140
(1) Plalang Berjangka dilarang membuka rekening
danlatau menerima amanat Nasabah untuk Perda-
gangan Berjangka bagi pihak sebagai berikut: -
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
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b. yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

c. yang telah mencapal batas posisi tidak di-

perkenankan melakukan penambahan trans-
_aksi atau membuka rekening pada Pialang Ber—
_jangka lainnya; ‘

d. pejabat atau pegawai Bappebtl Bursa Berjang-'
' ka, atau Lembaga Kliring Berjangka -dan/atau.
pihak lainnya yang diteta_p_kan dengan keputu-

san Kepala Bappebti;
e. bendaharawan lembaga yang melayani ke-
pentingén'umum,. kecuali yang bersangkutan
- .mendapat kuasa dari lembaga tersebut;

- f. yang memiliki kondisi keuangan kurang dari

2)

{1

(2)

(1)

yang dipersyaratkan oleh Kepala Bappebtl
atau

g. yang telah dinyatakan melanggar peraturan
perundang- -undangan di bidang Perdagangan

Berjangka berdasarkan putusan pengadilan

atau arbitrase atau berdasarkan keputusan
Kepala Bappebti; atau :
h. yang lalai memenuhi kewajlban membayar
Margin dalam jangka waktu 1 (satu} tahun
Pialang Berjangka wajib:

‘a, menolak amanat baru dari Nasabah yang telah

membuka rekenmg Perdagangan Berjangka
" yang termasuk dalam kategori sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali hanya untuk
meltkuudasu posisi terbukanya;
b. menutup rekening Nasabah yang termasuk
dalam kategon sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1), setelah semua kewajibannya disele-
saikan; dan

C. memberitahukan kepada Bursa Berjangka
mengenai penutupan rekening sebagaimana
dimaksud dalam huruf b agar segera dapat di- -

_ informasikan kepada Anggota Bursa Berjangka
‘lainnya.

Pasal 141
Pialang Berjangka dilarang membuka atau: memi-
liki rekening pada Pialang Berjangka lainnya.

Pegawai Pialang’ Berjangka dan istri atau suami
yang ingin ikut serta dalam Perdagangan Ber-.‘

iangka hanya boleh membuka rekening atas nama
masing-masing pada Pialang Berjangka yang ber-
sangkutan. - ‘

Pasal 142 . :
Sebelum membuka rekening Nasabah untuk trans-

- aksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derlvatif Syanah

.dan/atau Kontrak Derivatif lair{nya,f Pialang Bé,r-
jangka wajib: ‘
a. memberitahukan dan meénjelaskan tentang
keterangan perusabaan yang dimuat dalam
. Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang
. -dihadapi dalam'Perdagangan Berjangka yang
. dimuat dalam Dokumen Pemberltahuan Adan-
ya RlSIkO, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat ]
yang isi- dan bentuknya ditetapkan dengan
Peraturan Kepala ‘Bappebti.

" b. memberikan- informasi yang jelas -dan tidak -

menyesatkan tentang prosedur Perdagangan
Berjangka;

¢, menjelaskan- isi ‘Kontrak Berjangka, Kontrak

2

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
~lainnya yang akan ditransakmkan -.oleh Na-
sabah '

d. menerima. dokumen . sebagalmana dimaksud-
. dalam huruf a, yang telah ditandatangani dan
diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda
bukti telah mengerti dan menyetujui isi doku- |

© men dan prosedur transaksi Kontrak Berjang-
ka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kon—
trak Derivatif lainnya;

e. segera memberitahukan kepada seiuruh Na-.
.sabahnya apabila ada perubahan dalam per--
aturan yang berlaku; dan

f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh
Nasabah dalam permohonan pembukaan rek-
ening.

Dalam hal penenmaan Nasabah dl!akukan secara

. online, Pialang Berjangka dlkecuallkan dari kewa-

1)

- {2)

(3)

jiban_sebagaimana dlma_ksud pada ayat (1) huruf
a, huruf ¢, dan huruf d. "

_ Pasal 143

Pialang Berjangka dllarang menerima amanat Na-
sabah, apabila belum menerima sejumlah Margln
yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kon-.
trak Berjangka tertentu dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya yang tertentu, kecuali amanat untuk likui-
dasi. ‘ o ' S
Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan,

_maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan

dan memindahkan kepada Nasabah untuk me-
nambah Margin dalam jangka waktu tertentu ses-
uai dengan perjanjian.

Apablllla keadaan keuangan Nasabah sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf ¢

 tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam

transaksu Kontrak Berjangka, Kontrak Derwanf
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Syanah dan/atau Kontrak Denvatlf lainnya, Pi-
alang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah
yang bersangkutan.

Apabila kewajiban tambahan Margm tidak di-

penuhi, Pialang Ber;angka berhak melikuidasi po- -

sisi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah
dan/atau Kontrak Derivatif lainriya Nasabah yang
bersangkutan, tanpa pembentahuan terleblh da-
hulu

Pasal 144 .
Setlap kali. menerima amanat Nasabah untuk

melakukan transaksi atas beban rekening Na-

sabah yang bersangkutan, P!alang Berjangka wa-

jib- mencatat dalam sistem pencatatan etektronik.

Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud

. pada ayat (1) disampaikan melalui telepon maka

(3)
(4)

- (5)

{nm

{2)

(3)

perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.
Pialang Berjangka wajib mengkenfirmasi kepa-

~ da Nasabah tentang transaksi yang telah dilak-

sanakan dalam hal penyampalan transak5| dilaku-

" kan secara tidak langsung oleh Nasabah. :
Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pi-
alang Berjangka segera memberitahukan kepada .
Nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) 1

hari kerja berikutnya.
Pialang Berjangka wajib menyampaukan ‘kepada
Kepala Bappebti mengenai formula perhitungan

biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh -

Nasabah untuk referensi.

Pasal 145 :
Plalang Berjangka wajib menempatkan dana Na-

- sabah pada rekening terpisah di bank yang telah |
- disetujui oleh Kepala Bappebti dan membuat pem- - |-

bukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang ber-
laku umum, untuk memudahkan mengetahui jum-
lah dana milik masing-masing Nasabah.

Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka reken-
ing Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan
nomor rekening tersebut tidak boleh dipergunakan
lagi. S !

Dalam hal rekening Nasabah dltutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, Pialang Berjangka ber-
hak untuk menga'mbil dana yang masih ada dalam
rekening tersebut sebagai pembayaran biaya ad-
ministrasi, setelah ditakukan upaya pemanggilan
kepada Nasababh. - :

' Pésal- 146

" Kontrak Berjangka,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu atau
‘memberikan penilaian harga akan naik atau turun
“tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan

Dalam pelakéanaan transaksi Nasabah; Pialang

, Be'rjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.

menyembuinyikan atau mengubah mformasn ten-
tang.Perdagangan Berjangka -

menyarankan untuk membeli ata_u menjual jenis |
Kontrak Derivatif -Syariah,

maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah
atau rahasia bishis Iainnya yang diperoleh dalam
pelaksanaan transaksi; '
menyalahgunakan dana Nasabahnya,

-memberikan jawaban yang tidak benar atas per—

tanyaan Nasabah sehmgga meruglkan kepentin-
gan Nasabah; ‘
membuat,. menyrmpan melaporkan dan mem-
publikasikan secara melawan hukum tentang ke-
giatannya atau membuat perriyataan tidak benar
dalam rekening, buku laporan keuangan, dan do-
kumen lainnya yang dipersyaratkan dalam per-
aturan perundang-undangan;

lalai menyampaikan berbagai laporan yang diper-

syaratkan peraturan perundang-undangan;
memberi pinjaman atau meminjam vang dari Na-

~ sabah atau bertindak sebagai perantara bagi -Na-

sabahnya untuk memmjamkan atau memlnjam
uang dari pihak lain;
melakukan kesalahan pencatatan mengenau pelak-

- sanaan transaksi;

melaksanakan transaksi meleblhl jumlah batas
maksimal yang telah ditetapkan; '

" melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa

perintah Nasabah yang bersangkutan;

tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Ber- |

jangka sesuai dengan perintah Nasabah;
tidak melaporkan transaksi Nasabah ke Bursa Ber-

- jangka dan tidak mendaftarkan ke Lembaga Klir-

ing Berjangka; _
menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan
transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan,

: kecuall dalam keadaan tertentu yang dltetapkan :

oteh Kepala Bappebti; atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan fain-
nya yang diatur dalam peraturan perundang-un-

© dangan.

. Pasal 147 , :
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman

perilaku Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan
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Kepaia Bappebti'. :

‘ Baglan Kedua
Pedoman Perilaku Penasihat Berjangka
’ Pasal 148

{1} Penasihat Berjangka dllarang me.nghi_mpun ‘atau
~ menerima atas namanya, dana ‘atau surat ber-
harga sebagai Margin untuk melakukan. transak-

s Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari kliennya.

(2) Sebelum membuat perjanjian pemberian jasa,

Penasihat Berjangka wajib memberitahu dan

nai:

a. keterangan perusahaan berupa keahllan di
bldang analisis Perdagangan- Berjangka, pro-
gram keglatan dan pengalaman ‘usahanya
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Ket-
erangan Perusahaan;

b. risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Ber- ‘|
jangka sebagaimana tercantum dalam Doku-

" men Pemberitahuan Adanya Risiko.

{3) Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Bappebti. )

{4} Dokumen Keterangan PerUSahaan mengenai

" .usaha Penasihat Berjangka sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf a harus benar dan tidak
menyesatkan serta hanya berfaku untuk jangka
waktu B (enam) bulan dan selanjutnya Wajlb di-
perbaharui. ‘

* (5) Penasihat Berjangka harus menerima Dokumen

. Keterangan. Perusahaan dan Dokumen Pemberi-
- tahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani

dan diberi tanggal oleh klien sebagai tanda bukti

telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.
(6) Penasihat Berjangka dilarang menerima kuasa un-

tuk melakukan transaksi atas nama kliennya, kec-

uali dalam keadaan tertentu yang dltetapkan oleh
Kepala Bappebti.

‘ ' Bagiar’i Ketiga ‘
Padoman Perilaku Pengelola Sentra Dana Berjangka -
: Pasal 149
{1} Sebelum menerima seseorang sebagai peserta
Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana
Berjangka wajib memberitahu dan menjela,skan
kepada calon peserta, informasi mengenai:

a. keterangan perusahaan berupa keahllan. di

bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka,

~ keuangan; program keglatan ‘dan pengalaman‘.

menjelaskan kepada calon klien informasi menge- .

- usaha sebagalmana tercantum dalam Doku—
men-Keterangan Perusahaan, dan

b, risiko yang dihadapi ‘dalam Perda.gangan,Ber— '

(2)

3)

(%)

(1)

(2}

jangka sebagaifnana tercantum dalam Doku—
men Pemberitahuan Adanya Risiko.
Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud

‘pada ayat: (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Bappebti.

Dokumen_i(eterangan Perusahaan mengenai Pen-
gelola Sentra- Dana Berjangka sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a, harus benar dan
tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk °
jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanthnya wa-

jib diperbaharui.

Pengelola Sentra Dana Berjangka harus menerima
Dokumen Keterangan Perusahaan dan. Dokumen
Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditan-
datangani dan diberi tanggal oleh peserta Sentra
Dana Berjangka sebagai tanda bukti telah menger-
ti dan menyetujui isi dokumen. :

Bagian Keempat
Pedoman Perilaku Dalam Sistemn
' Perdagangan AIterhatif
Pasal 150

Slstem Perdagangan’ Aiternatlf hanya dapat dl--
lakukan oleh Penvelenggara Sistem Perdagangan
Alternatif dan Peserta: Sistem Perdagangan Aiter-
natif yang satu dan lannnya tidak berafiliasi serta
telah memperoleh persetu;uan dari - Kepala Bap—'
pebti.

Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem

_perdagangan alektrénik yang memenuhi per-

(3}

syaratan. :
Ketentuan mengenal persyaratan untuk -mem-
peroleh persetujuan, mekanisme transaksi, peng-

~hentian kegiatan, dan persyaratan sistem perda-

dan_

gangan elektronik sebagaimana dimaksud pada -
ayat {1) dan ayat (2} diatur dengan Peraturan Ke-'
pala Bappebtl S \

Pasal 151
Penyelenggara Sistern Pérdagangan Alternatlf
Peserta Sistem Perdagangan Alteérnatif waijib:
melaporkan . setiap transaksi Kontrak Derivatif

lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka penga-
‘wasan pasar; dan

mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif
lainnya ke Lembaga Kliring. Berjangka untuk di-
jamin  penyelesaiannya.
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Pasal 152 ‘_
Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan

Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alter-

natif tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Deriva-

tif lainnya ke Bursa Berjangka.dan tidak mendaftarkan -

setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga
“Kliring Berjangka, maka Penyelenggara Sistem Perda-
gangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagan-
gan Alternatif wajib mengembalikan dana Nasabah

vang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan -

dan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat
dari transaksi yang tidak didaftarkan.

BAB XI
PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOS!I ATAU IKLAN,
PELATIHAN, DAN PERTEMUAN DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA
Pasal 1563 =
(1) Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin,

persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Ke-

pala Bappebti berhak melakukan kegiatan promosi
atau iklan, pelatihan, dan pertemuan.

{2) ' Sebelum disampaikan kepada masyarakat, materi
atau bahan yang berkaitan dengan kegiatan seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) wajib disampai-

kan kepada Bappebti untuk memperoleh persetu— _

juan.

Pasal 154 _

Setlap Pihak yang memperoleh izin usaha,
izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Ke-
pala Bappebti dalam melakukan kegiatan promosi atau
iklan, pelatihan, dan pertemuan dilarang untuk:

a. menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu,
yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sen-
gaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan
masyarakat; . '

b. menggunakan cara pemaksaan;

c. membuat pernyataan bahwa Perdagangan Ber-
jangka merupakan sarana investasi yang te-
pat bagi semua orang antara lasin dengan hanya
mengemukakan kemungkinan diperolehnya keun-
tungan tanpa mengemukakan kemungkinan ter-
jadinya kerugian; dan/atau

d. membuat pernyataan 'yang dapat memperdaya
masyarakat antara lain. dengan menyembunyikan
atau menghilangkan materi atau fakta, atau hanya

menyampaikan laporan keuntungan perdagangan'

vang diperoleh dimasa lampau tanpa menjelas-
kan bahwa hal itu bukarj cerminan keberhasilan
dimasa datang, atau menyampaikan data kinerja

_ Prngumuman | Peraturan PemerinTan

masa lalu dan laporan keuangan termasuk tingkat
pengambilan investasi yang tidak berdasarkan
perhitungan yang akurat sesuai peraturan yang
bertaku.

Pasal 155 )

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan,
pelatihan, dan pertemuan diatur dengan Peraturan Ke-
pala Bappebti. ‘

BAB Xl
SANKS| ADMINISTRATIF
: Pasal 156
(1) Setlap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin,
persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Ke-
pala Bappebti yang melakukan pelanggaran ter-
‘hadap ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Perdagangan Berjangka dlkenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dlmaksud pada
ayat {1) berupa
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif, vaitu kewajlban mem-
bayar sejumiah uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin, usaha
pencabutan izin;
pembatalan persetujuan; danlatau
pembatalan sertifikat pendaftaran.

T @ -"sb‘ & o

Pasal 157
(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat (2} huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
f, huruf g, atau huruf h dapat dikenakan dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan
. tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat {2) huruf a. '

(2}' Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam -Pas-

al 156 ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 156

ayat {2) huruf c,.huruf d, huruf e, huruf f huruf g,
atau huruf h.

~ Pasal 158 _
(1) Setiap Pihak .yang lalai membuat, menyimpan,
~ dan memelihara catatan sebagaimana dimaksud
..dalam Pasal 122 ayat {1), Pasa_l 123 ayat {1)'-, Pas-

al 125 ayat (1), Pasal 126; Pasal 127, Pasal 128
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ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 133 ayat {1),
Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 135 ayat (1) dike-
nai sanksi admmlstratlf berupa penngatan tertulis
oleh Kepala Bappebtl :

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

*  ayat (1} diberikan dengan jangka- waktu paling
lama 1 (satu} bulan sejak dikeluarkan peringatan
tertulis. '

(3) Peringatan tertulis sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

. Pasal 159 :

(1) Apabila Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1568 tidak mematuhi peringatan tertulis terakhir,
Kepala Bappebti dapat menunjuk konsultan untuk
melakukan penertiban pembukuan perusahaan.

{(2) Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana

‘dimaksud pada ayat (1) menjadi beban perusa-
" haan yang bersangkutan.

_ Pasal 160 ‘
Setiap Pihak yang terlambat menyampaikan
laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (3), Pasal 125 ayat
(3), Pasal 129 ayat {2) dan ayat (3), Pasal 130 ayat
(2), ayat (3}, dan ayat {4), Pasal 131 ayat {2), Pasal

132, dan Pasal 133 ayat (2} dikenai sanksi denda ad--

ministratif sebagai berikut:.
a. - Bursa Berjangka atau Lembaga Kllrlng Berjang-

ka dikenai sanksi denda administratif sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap -

hari kerja keterlambatan’ penyampaian laporan di-

maksud dengan ketentuan bahwa jumlah keselu-
_ruhan denda administratif paling banyak sebesar
- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah};

b. Pialang Berjangka, Penasihat _Berjangka Peny-
elenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dan
Pengeloia Senti’a Dana Berjangka dikenai sanksi
denda administratif paling banyak Rp200.000,00
{dua ratus fibu rupiah) setiap hari kerja keterlam-
batan penyampaian laporan dimaksud dengan ke-

. tentuan bahwa jumlah keseluruhan. denda admi--’_
nistratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupaah}

~ Pasal 161
Bursa Berjangka yang lalai melakukan pub-

likasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124

. ayat (1) dikenai denda administratif paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). '

ni

" Pasal 162
Setiap Pihak yang tidak mencapai persy'ératan
modal bersih disesuaikan atau telah mencapai batas
posisi waijib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132 ayat (1) huruf g dan huruf h dan Pasal 136 ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa pembatasan ke-
giatan usaha.

Pasal 163 | |
Kegiatan usaha Bursa Berjangka, Lembaga Klir-

ing Berjangka, Pialang ‘Berjangka, Penasihat Berjang-

ka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Ke-

pala Bappebti,' apabila yang bersangkutan:

a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah

~ diberikan oleh Bappebti sebanyak 3 (tiga) kali;

b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan
dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan;

c. perusahaan/ diajukan ke pengadilan karena di-

" tuduh melanggar peraturan perundang-undangan

di bidang Perdagangan Berjangka; atau

d. sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, bertindak me-
nyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan
mengenai perizinan atau ketentuan lain yang dia-
tur dalam peraturan perundang-undangan di bi-
dang Perdagangan Berjangka.

Pasal 164 .
fzin usaha dan izin yang d|m|I|k| oleh setiap
Pihak dapat dicabut, apabila: ‘
a. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putu-
san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap; '

'b. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melang-

gar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan
atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan:
perundang-undangan di bldang Perdagangan Ber-
jangka;

.c. Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Ber;angka

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 atau Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perda-
gangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangah Ber-
jangka Komoditi;

d. Bappebti memiliki alasan yang kuat bahwa Wakil
Pialang Berjangka, WakKil Penasihat Berjangka,
atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang
bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya
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secara‘jujur dan terbuka; atau
e. Pthak dimaksud memberikan informasi atau ket-

‘ erangan vang tidak benar dalam permohonan

perizinan atau laporan yang disampaikan kepada

Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau .

Bappebti.

Pasal 165
Persetujuan dan sertifikat pendaftaran yang
dimiliki oleh setiap Pihak dapat dibatalkan, apabila:
a. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putu-
san pengadﬂan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

b. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melang-.”

gar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan

atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan’

perundang-undangan di bidang Perdagangan Ber-
jangka;

¢. Pihak dimaksud- membenkan informasi -atau ket-
erangan yang tidak benar dalam permohonan

" perizinan atau laporan yang disampaikan Kepada

Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Ber}angka atau
Bappebtl :

Pasal 166
izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat
Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan
meninggal dunia.

Pasal 167 )

Kegiatan- Wakil Pialang Berjangka, Wakil Pe-

nasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana
“Berjangka dapat dibekukan, apabila:.

. a. kegiatan usaha Pialang Berjangka; Penasihat Ber-

- jangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka
yang menunjuk mereka sebagai wakil dibekukan;

b. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjang-

ka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar

peraturan perundang- undangan di bidang-Perda-A

gangan Berjangka; atau
c. sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, Wakil Plalang
' Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil
- Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangku-
tan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di
bidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 168
Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasmat

dapat dicabut, apabila:

‘a. izin usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjang-

ka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang
menunjuk mereka sebagai wakil dicabut;

‘b. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjang-

ka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di peru-

. sahaan Pialang Berjangka; f
c. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama. 6
(enam) bulan berturut-turut berdasarkan usulan
atau permohonan perusahaan Pialang Berjangka,

Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana

Berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil;

d. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjang-
‘ka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu-
kum yang tetap; - '

" e. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjang-

ka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
dimaksud meiékukan, pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan di bidang Perdagangan Ber-
jangka; dan/atau

f.  Wakil Pialang Berjangka, Wakll Penasihat Berjang-

ka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka -

dimaksud memberikan informasi atau keterangan
vang tidak benar dalam permohonan perizinan
atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Ber-
jangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.

Pasal 169
Bursa Berjangka yang tidak menyimpan Dana

Kompensasi dalam rekening terpisah pada bank yang

disetujui Kepala Bappebti dikenai denda administratif

_paling banyak Rp500.000.000,00 {lima ratus juta ru-

piah}.

. Pasal 170
- Selain sanksi administratif sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 158, sanksi denda administra-

| tif dapat dikenai kepada setiap Pihak sebagaimana

i

i

§

dimaksud dalam Pasal 156 ayat {1} paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi orang
perseorangan dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah} bagi Pihak yang bukan orang

perseorangan, yang melanggar peraturan perundang- !

undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

_Pasal 171

Pengenaan sank51 administratif sebagaimana
Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka % dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dapat diumumkan |
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dalam media massa oleh Bappebti.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan men-'

genal tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
dengan Peraturan Kepala Bappebti. - N

‘ BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
‘Pasal 173 _

Pada saat Peraturan Pemierintah ini mulai ber-
laku, ketentuan mengenai modal disetor Bursa Ber-
jangka dan modal disetor Lembaga Kliring Berjangka
waijib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Per-

aturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP -

Pasal 174 .
' Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai ber-
laku, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Ko-
moditi (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun
1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Repub-

. lik Indonesia Nomor 3805} dicabut dan dlnyatakan ti-

dak berlaku.

Pasal 175
, Peraturan ‘Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan. pengundangan Peraturan Pemerintah ini den-
gan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia. ‘

‘Ditetapkan Di Jakarta,
‘Pada Tanggal 30 Juni- 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
' Ttd. _
'DR. H. SUSILO'BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
, Pada Tanggal 1 Juli 2014
' MENTEHl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Tid. .
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NCMOR 143

: PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODIT!

UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomer 32 Tahun 19897 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu dilaku-
kan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka -Komoditi dengan men-
gubah beberapa ketentuan antara lain permoda-
lan dan pemegang saham'Bursa Berjangka dan
Lembaga Kliring Berjangka, pengaturan mengenai
Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif, persetujuan pembukaan kantor ca-
bang Pialang Berjangka, pelaksanaan' kegiatan
promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan di
bidang Perdagangan Berjangka, serta perubahan

- pengaturan mengenai sanksi administratif bagi
pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini.

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan -

" Perdagangan Berjangka secara teratur, wajar,
_efisien, dan efektif, perlu ditetapkan berbagai per-
syaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh
setiap Pihak yang melakukan kegiatan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Persyaratan .
dan tata cara dimaksud berlaku dalam rangka
" perizinan Bursa Berjangka, Lembaga Kiliring Ber-

- jangka, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka,
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif,
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Penasi-
_hat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka,
Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka,
Wakil Penasihat Berjan'gka, Wakil Pengelola Sen-
tra Dana Berjangka, dan bank penyrmpanan dana
terpisah.

Selain persyaratan dan tata cara yang perlu
dipenuhi dalam rangka perizinan dimaksud, maka
perlu juga diatur mengenai persyaratan dan tata
cara penggunaan Dana Kompensasi, penyim-
panan dana pada rekening terpisah, penyaluran
amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri,
pembukuan dan pelaporan, serta pelaksanaan
Perdagangan Berjangka.

Selanjutnya, dalam rang'ka penegakan berbagai
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peraturan,di‘ bidang Pérdagangan B_erjang.k_a Ko-
moditi, pertu juga diatur ketentuan tentang pen-

.- genaan sanksi administratif.

Mengingat banyak dan berkembangnya bentuk
pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Perda-
ganga'n Berjangka, maka Peraturan Pemerintah ‘in‘i
menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai
tata cara pengenaan sanksi administratif kepada
Bappebti sesuai dengan batas-batas yang ditetap-
kan dalam Peraturan Pemerintah ini. Sehubungan

dengan hal-hal tersebut dan sebagai penjabaran
-lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan -
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

tentang Perdagangan Berjangka Komaoditi, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peny— '

elenggaraan Perdagangan Berjangka Komodltl

PA'SA'L DEMI PASAL
Pasal 1 ‘
. Cukup jelas..
Pasal 2
Ayat {1)
‘Jumlah paling sedikit 11 (sebelas} badan usaha

. berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan
- lainnya tidak berafiliasi yang aktif dalam transaksi

kegiatan Bursa’ Berjangka dianggap cukup untuk

_.dapat melaksanakan keglatan Bursa Berjangka se-

cara wajar (fair},
Ayat (2)

Yang d:maksud dengan mayontas" adalah |

sebagian besar atau misalnya paling .sedikit. 6

-{enam) dari 11 (sebelas) badan usaha tersebut
harus merupakan badan usaha. berbentuk perse-

roan terbatas yang metakukan kegiatan usaha di
bidang Komoditi dan/atau keuangan yang layak
diperdagangkan paling singkat 3 (tiga) “tahun,
sedfingkan selebihriya terbuka bagi badan usaha
yang berusaha di bidang usaha lainnya. - :

. Ayat {3}

~ Cukup jelas.

’ Pasal 3

Cukup jelas. .

Pasal 4
© Ayat (1) -

Huruf a s/d Hur'ufe '
. Cukup jelas.

'Hu'ruf f

Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susu-

.han organusas:, fasilitas komunlka3| dan program

latihan_yang akan diadakan.
Huruf g s/d Huruf n
Cukup jelas.

 Ayat(2)

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas. -
Pasal 6 -

- Ayat (1)

Cukup jelas.

‘ | Ayat (2}

Yang dimaksud dengan mas:h aktlf” adalah

. para Pihak yang memperoleh perizinan masih

menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-
ya masing-masing. '
Pasal 7 dan Pasal 8
Cukup jetas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada dasarnya Bursa Berjangka membawa

misi khusus yang berorientasi membantu . atau
.mendukung masyarakat terutama dunia usaha

dan petani dalam meiaksanakan manajemen risiko

melalui kegiatan Ilndung nilai {hedging}. Untuk itu
pasar ini harus dapat terlaksana secara transparan

dan wajar {fair) dan masyarakat terlindungi ke-
pentingannya. Oleh karena itu diperlukan adanya
1 {satu) orang tokoh masyarakat yang mewakili
kepentingan masyarakat duduk da!am keang-
gotaan komisaris.. Orang perseorangan dimaksud
antara lain dapat berasal dari tokoh pengusaha
maupun pemerintah yang memiliki integritas yang

‘baik, terpandang, dan memahami Perdagangan.:

Berjangka.

Avyat (3) s/d Ayat (8)

Cukup jelas. -
Pasal 10 s/d Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1) :

Apabila suatu peristiwa mengak{batkan ter-
hentinya atau terganggunya kegiatan transaksi
Kontrak Berjangka tertentu atau sebagian Kontrak
Berjangka, maka penghentian kegiatan Bursa Ber-
jangka hanya untuk transaksi Kontrak Berjangka
yang bersangkutan.

Avat (2)
Hurufa . N
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‘ Yang dlmaksud dengan "kerusakan sarana dan
prasarana fisik™ adalah seperti gangguan listrik,
kerusakan sarana komunikasi, tidak berfungsinya
komputer serta peristiwa-lain yang meng‘ha‘mbat»
. pelaksanaan kegiatan transaksi. ‘

Huruf b
Dalam hal krisis di bldang ekonoml atau

keuangan di Indonesia atau negara lain membawa

dampak atau mengganggu pelaksdnaan trans-
aksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka maka

* terlebih dahulu dilakukan berbagal upaya untuk’
~mengurangi dampak negatlf dari’ krisis tersebut
Namun, apabila kegiatan transaksi Kontrak Ber-

jangka diteruskan akan berakibat sangat merugi-

‘kan bagi para pengelola; pelaku, masyarakat, dan

pemerintah, maka kegiatan Bursa Berjangka dapat

. dihentikan.

Huruf ¢

Dalam hal terjadi keadaan di luar kemampuan
manusia untuk mengendallkannya seperti. ben-
cana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran,

.dan perang yang mengakibatkan tidak dapat di~
laksanakannya kegiatan Perdagangan Berjangka

dengan baik maka kegiatan Bursa Berjangka perlu
segera dlnyatakan duhentlkan '

Huruf d : _

Yang dimaksud dengan pelanggaran _yang

~ mengakibatkan mekanisme pasar tidak berjalan
~secara baik antara lain persekongkolan dan .ma-

nipulasi yang mengakibatkan kerugian yang se-
makin besar diderita pelaku lain atau bahkan ma-
syarakat. '
Ayat (3) ..

Cukup jelas.

‘Pasal 14

Ayat {1} dan Ayat {2)
Cukup jelas.

~Ayat (3)

Terhentinya kegiatan transaksi Kontrak Ber-
jangka berartl tidak ada harga yang dapat digu-

" nakan - untuk dasar perhltungan dan melikuidasi

posisi Kontrak Berjangka yang masih terbuka

yang dimiliki oleh Nasabah atau pihak lainnya, un-

tuk itu Bursa Berjangka perlu ménetapkan harga

' penyelesalan sesuai-dengan peraturan perundang-

undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
Pasal 15 dan Pasal 16 ‘

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) . o ‘

Yang dimaksud dengan "}tangkah-lang'ka'h

" penyelesaian atau perbalkan dapat berupa mem-

perbaiki atau merubah persyaratan Kontrak Ber-

_ jarigk_a, menambah atau mengurangi tempat pe-

nyerahan barang, menetapkan harga penyelesaian
tertentu, menetapkan tambahan modal yang lebih.
besar, yang diperhitungkan dapat memperbaiki
keédaan dan/atau melakukan. pénghematan dan
efisiensi. '
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

“Pasal 19

~ Dengan ‘dltetapkannya penghentian keglatan
Bursa Berjangka oleh Kepala Bappebtu kewajiban
keuangan dan hukum yang telah ada atau yang ’

_timbul kemudian sebagai akibat dari pemberhen-

tian tersebut, tetap menjadi tanggung jawab pe-
nyelenggara Bursa Berjangka untuk diselesaikan
sesuai dengan peraturan perundang undangan

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

. IZin- usaha Bursa Berjangka dlcabut setelah h

Kepala Bappebti meyakini bahwa kegiatan Bursa

" Berjangka tersebut tidak mungkin diaktifkan kem-

bali atau tidak dapat lagi membenkan manfaat
bagi perekonomian dan masyarakat.- Oleh. karena
itu sebelum melakukan pencabutan tersebut Ke--
pala Bappebti perlu terlebih dahulu mempelajari
secara mendalam dan mempertimbangkan berb-
agai kepentingan yang terkait dengan pencabutan
izin usaha- tersebut yaitu masyarakat Nasabah,

- Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan, dan

lembaga lain yang terkait.

~ Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21 s/d Pasal 26

Cukup jelas. -

‘Pasal 27

Badan usaha-Lembaga Kliring Berjangka ber-.

bentuk perseroan terbatas bertuluan ‘mendukung '

terciptanya transaksi Kontrak BerJangka, Kontrak -

“Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain-
_nya yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.

' Lembaga Kliring Berjangka merupakan insti-
tusi pendukung dari Bursa Berjangka dalam men-
ciptakan kélancaran dan Igemudah'an' bagi ang- '
gotanya untuk melaksanakan transaksi Komoditi
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif
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Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Iainnya. Den-
gan demikian misi utama Lembaga Kliring Berjang-
“ka bukanlah untuk mencari laba. Biaya pelayanan
‘dan transaksi yang relatif murah merupakan salah

satu unsur penting dalam upaya menciptakan | -

pasar yang likuid, karena itu Lembaga Kliring Ber-

jangka harus memperhatikan unsur tersebut. Apa- | .

bila dalam keglatannya diperoleh sisa hasil usaha,

maka sisa hasil usaha tersebut waijib dlgunakan'

sebesar-besarnya untuk k-epentihgan kelancaran
‘dan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan
kliring dan penjaminan Sen_a Anggota Kliring Ber-
jangka yang bersangkutan. ‘ .
Pasal 28 dan Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a s/d Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

komunikasi, dan program jatihan yang akan dla-
dakan. ‘
..'Huruf e s/d Huruf i
Cukup jelas.
Avyat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
_ Cukup jelas.
Pasal 32
Avat (1)
Cukup jelas.
Avyat {2)

Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah -

para Plhak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan kegiatannya sesual dengan fungsm-
ya masmg-masmg
" Pasal 33 s/d Pasal 46
. ‘Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a s/d Huruf ¢
Cukup jelas.
~Hurufd -
~ Rencana keglatan usaha mehpu’n organisasi,
sistem penerimaan dan pendldlkan serta pelatihan

pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan

_ sustem :nformasn, sistem pengawasan dan pelak-
© sanaan peraturan, renctana operasi dan pengelo-

Rencana kegiatan 3 {tiga) tahuni ini termasuk’
proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas

{tiga) tahun.

Huruf e s/d Huruf j

Cukup ;elas

Avat (2) dan Ayat {3}

. Cukup jelas.

- Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

_Yang dimaksud dengan masm aktif” adalah
para Pihak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan kegiatannya sésuai dengan fungsm—

~ya masing-masing.

Pasal 49 s/d Pasal 51
" Cukup jelas.

'Pasal 52

Avyat {1)
Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas.

-Huruf ¢

- Tindak pidana di bidang ekonomi anitara Iam
tindak pidana di bidang perdagangan, industri,
atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan
antara lain tindak pidana di bidang .perbankan,

~ asuransi, pasar modal, atau perpajakan.

Huruf d s/d Huruf f
Cukup jelas.

.Ayat (2)

Yang dimaksud dengan plhak yang mengen—
dalikan perusahaannya baik Iangsung ‘maupun

tidak ‘Iangsun_g adalah komisaris, direktur, pe-

megang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki

- kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksa-

naandan kegiatan perusahaan tersebut.
Pasal 53 s/d Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56 :

Keahlian dalam hal ini dltun}ukan dengan me-
miliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh
Bappebti di bldang yang akan ditangani.

Pasal 57
Ayat (1) -
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf ¢ _
Yang dlmaksud dengan “yang bersangkutan

adalah perusahaan tempat dimana Wakil Pialang
Berjangka akan bekerja.

Avyat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

“laan' transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3
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Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masuh aktif” adalah
para Pihak yang: memperoleh perizinan masih

menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsun-

ya masing-masing.

" Pasal b9

Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Pialang Berjangka memenuhi .syarat untuk ‘
sekaligus menjadi Penasihat Berjangka, sehmgga,

dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat

Berjangka tidak memerlukan lagi tambahan izin

usaha sebagai Penasihat Berjangka. -

Pasal 61 s/d Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

‘Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas. -
Huruf ¢

" Tindak pidana di bndang ekonoml antara lain

tl.ndak pidana di bidang perdagangan industri,

' atau pertanian. T_mdak pidana di bidang keuangan
“antara lain tindak pidana di bidang perbankan,

asuransi, pasar modal, atau perpajakan.

Huruf d s/d Huruf f

Cukup jelas.
Ayat (2) _
Yang dimaksud dengan “pihak yang mengen-

dalikan perusahaannya baik ‘langsung maupun

tldak langsung” adalah komlsarls, dlrektur pe-
megang saham, atau Plhak lainnya yang memiliki
kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksa-
naan dan kegaatan perusahaan tersebut '
Pasal 65.

Cukup jelas.
Pasal 66

‘Ayat (1)

Cukup jelas.

~Ayat (2}

Yang d:maksud dengan “masih aktlf" adalah

‘bara Pihak yang memperoleh perizinan masih

menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-
ya masing-masing. ‘
Pasal 67 s/d Pasal 70

* Cukup jelas.
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Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.

‘Ayat (2)

‘Yang dimaksud dengan masm aktif” adalah

.p'ara Pihak yang- memperoleh perizinan masih
- menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-

ya masing-masing..

Pasal 72 s/d Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76 - '

Avat {1)

Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Tindak pldana di bldang ekonomi antara {ain

tindak pldana di bidang perdagangan, industri,

atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan ‘
antara lain tindak pidana di bidang perbankan,
asuransi, pasar modal, atau perpajakan
Huruf d s/d Huruf f
Cukup jelas.
Ayat {2)
" Yang dimaksud dengan plhak yang- mengen-'

" dalikan perusahaannya baik langsung maupun
~ tidak langsung” adalah komisaris, direktur, pe-

megang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki
kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksa-
nazan: dan kegiatan perusahaan tersebut.’
Rasal 77
Avyat {1)

' Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masm aktif” adalah
para Pihak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan keglatannya sesual dengan fungsm—
ya masing-masing.

Pasal 78 s/d Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

- Ayat (1)‘_' '

Cukup jelas.
Avyat (2) :

“Yang dimaksud dengan “masih aktif* adalah
para Pihak yang mempercleh perizinan masih .
menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-
ya masing-masing. '

- Pasal 83 s/d Pasal 86 - o

Cukup jelas.

Pasal 87

Avyat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masih aktif” adalah
para Pihak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-
ya masing-masing. '

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Avyat {1) '

Jumlah minimum dana yang tersedia diper-
hitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan
untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Na—
sabah.

Ayat (2) dan Ayat (3)
. Cukup jelas:

Pasal 90

Huruf a s/d Huruf i -

Cukup jelas.
Huruf j

Pengelolé Sentra - Dana Bei‘jar_lgka dapat

menunda atau menolak pembelian kembali Serti-
fikat Penyertaan apabila harga Sertifikat Penyer-
taan sulit ditentukan karena terhentinya transaksi
sebagian atau seluruh Kontrak Berjangka, Ko-
moditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka,
dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan
Peraturan Kepala Bappebti dan keadaan keuan-
gannya mencapai batas tertentu yang tidak me-
mungkinkan untuk membeli kembali Sertifikat Pe-
nyertaan tersebut. -
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Kegiatan Sentra Dana Berjangka dapat ber-
henti atau dihentikan secara tetap, apabila selu-
ruh kontrak yang menjadi dasar invenstasi Sentra
Dana Berjangka dihentikan antara lain jika bursa
berjangka ditutup,

force majeure, atau masa kontrak pembentu-
kan Sentra Dana Berjangka berakhir.
Pasal 91 s/d Pasal 96 =

Cukup jeEas
Pasal 97 -
 Ayat (1)
Huruf a dan-Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Tindak pidana di bidang ekonomi antara lain
tindak pidana di bidang perdagangan, industri,
atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan

antara lain tindak pidana di bidang perbankan,
asuransi, pasar modal, atau perpajakan.
Huruf d s/d Huruf g

Cukup jelas.
Ayat (2}
~ Yang dimaksud dengan “pihak yang mengen-
dalikan perusahaannya baik langsung maupun
tidak langsung” adalah komisaris, direktur, pe-
megang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki
kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksa-
naan dan kegiatan perusahaan tersebut.
Pasal 98 - '
Ayat {1)

‘Yang- dimaksud 'dengah “instrumen lainnya"'
antara lain produk transaksi fisik di Bursa Berjang- '

ka dan Sistem Perdagangan Alternatif danlatau
Sistem Resi Gudang. ‘
Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99.
Ayat (1)

~ Cukup jelas.
Avyat (2)

Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah.

para Pihak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan keglatannya sesuai dengan fungsin-
ya masing-masing.
Pasal 100 s/d Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103 :
Avyat (1) ‘

Cukup jelas.

| Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah
para _Plhak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-
ya masing-masing. .

Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105
Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Jumlah minimum dana yang tersedia diper-
hitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan
untuk membayar tuntutan gant: rugi kepada Na-
sabah.

Ayat {4)
Huruf a dan Huruf b -

Cukup jelas.

Hurufc
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Keuntungan Bursa Berjangka dalam operasion-
alnya didapatkan dari berbagai sumber seperti
penjualan keanggotaan Bursa Berjangka, iuran ta-
hunan, biaya transaksi, sewa fasilitas, dan jasa-

- jasa pelayanan lainnya.

Sisa pendapatan setelah dikurangi pengelu-
aran untuk operasi Bursa Berjangka harus digu-

_nakan sebesar-besarnya untuk mengembangkan.
Bursa Berjangka dengan meningkatkan fasilitas

dan pelayanan bagi anggotanya agar Bursa Ber-
jangka semakin efisien dan meningkat integri-
tasnya. ‘

Salah satu komponen yang dapat mening-
katkan integritas Bursa Berjangka adalah jumlah
Dana Kompensasi yang cukup. Oleh karena itu
keuntungan yang diperoleh Bursa Berjangka dapat
disisinkan sebagian untuk menambah Dana Kom-
pensasi. ‘ ‘

“Avyat {5} dan Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas

'Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai keruglan adalah
nilai -kerugian secara riil yang harus diterima Na-
sabali termasuk bungsa kalau ada, dan biaya yang

‘diketuarkan oleh Nasabah dalam proses pengad-

uan dan penyelidikan tuntutan ganti rugl
Pasal 108 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

"Untuk mengklaim ganti rugi kepada Bursa Ber-
jangka atas kerugian yang disebabkan oleh per-
buatan cidera janji Pialang Berjangka, Nasabah

vang bersangkutan harus dapat menunjukkan ‘
- bukti telah berusaha menagihnya seca’ra langsung
_ kepada Pialang Berjangka. yang cidera janji terse-

but dan diyakini tidak ada itikad baik dari Pialang

Berjangka dimaksud untuk menyelesaikan kasus -

tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Besarnya tuntutan yang dapat dlajukan harus

“sesuai dengan jumlah kerugian rill yang diderita

ditambah biaya-biaya lainnya seperti bunga, dan

biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah yang berkai-
tan dengan proses pengaduan dan penyelidikan

" tuntutan ganti rugi.

Pasal 109
Avyat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) B S ‘
" Jumlah minimum dana yang tersedia diper-
hitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan

“untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Na-

sabah.
Pasal 110 s/d Pasal 1 13
"Cukup jelas.

" Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas:
Avyat {2)

Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah
para Pihak yang memperoleh perizinan masih

- menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsin-

ya masing- masing.

Pasal 115 s/d Pasal 117
~ Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Kepala Bappebti dalam menetapkan daftar
Bursa Berjangka luar negen ‘sekaligus menetap-
kan Kontrak Berjangka dan/atau: Kontrak Derivatif
lainnya yang dapat digunakan untuk penyaluran
amanat Nasabah ke Bursa Berjangka tersebut.
Ayat (2) :

Penetapan Bursa Berjangka luar negeri be-
serta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak De-

rivatif lainnya oleh Bappebti pada dasarnya di-
" tujukan agar para Nasabah dalam negeri' yang

akan menggunakan Kontrak Berjangka dan/atau.
Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan
di Bursa Berjangka luar negeri yang bersangku-
tan bisa benar-benar terlindungi dari hal-hal yang
dapat merugikannya, misalinya karena ketentuan
Bursa Berjangka serta kliring dan penjaminannya
dinilai tidak memberikan perlindungan yang me-
madai bagi Nasabah atau pasarnya tidak likuid.
Untuk itu sebelum Daftar Bursa Berjangka luar
negeri beserta Kontrak Berjangka dan/atau Kon-
trak Derivatif lainnya ditetapkan, terlebih dahulu
dilakukan penelitian yang seksama, antara lain
terhadap peraturan dan tata tertib (rules and
regulations}, baik untuk Bursa’ Berjéngka mau-
pun Lembaga Kliring Berjangka, serta Kontrak
Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan
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kerjasama Badan Pengawas dan Bursa Berjangka
luar negeri-yang bersangkutan untuk membantu

penyelesman pengaduan dan/atau sengketa yang i

diajukan Nasabah.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan perlmdungan yang

sama adalah tidak ' adanya perbedaan perlakuan
(diskriminasi) dalam hal penanganan dan peny-

elesaian pengaduan atau tuntutan yang diajukan

Nasabah, baik Nasabah dalam negeri yang ber-
sangkutan maupun Nasabah luar negermya
Huruf b -
Cukup jelas.
Huruf ¢

Derivatif lainnya. di Bursa Berjangka luar negeri

pada dasarnya harus memberikan manfaat terha-

dap ekonomi Indonesia baik untuk Ilndung nilai,
_arbitrase, dan lain sebagainya.
Pasal 119 :
Permohonan dlnyatakan diterima secara leng-
. kap apabila permohonan dimaksud telah dileng-
. kapl dengan semua dokumen yang dipersyaratkan
tanpa ada permintaan perubahan dan/atau tamba-
* han informasi dari Kepala Bappebti.
Pasal 120 s/d Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Huruf a’
" Cukup jelas.
Huruf b
Yang ‘dimaksud dengan “identitas lembaga
tempat Margin disimpan” adalah nama bank tem-
pat dimana Lembaga Kiiring Berjangka menyim-
pan Margin yang diterima dari Pialang Berjangka
“Huruf ¢
. Cukup jelas
Pasal 127 dan Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
" Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
‘Avyat (3) ' :
Yang dimaksud. dengan “posisi terbuka Kon-
trak Berjangka, Kontrak Derivatif Syanah dan/
atau Kontrak Derivatif lainnya” adalah posisi jual

atau beli Kontrak Berjangka yang belum dilikuidasi

atau jatuh tempo.
Pasal 130 s/d Pasal 133
- Cukup jelas.

Transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak '

Pasal 134
Avyat (1}

Cukup jelas.
Ayat (2)

. Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

" Huruf ¢

- Dalam Dokumen Keterangan Perusahaan juga

terdapat program transaksi yang harus diketahui .

dan dimengerti oleh setiap kliennya.
Huruf d s/d Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3) dan Ayat (4) .
- Cukup jelas.
Pasal 135

Avyat (1)

Cukup jelas.
Avyat (2)
Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas.

. Hurufe
Dalam Dokumen Keterangan Perusahaan juga:

terdapat program transaksi yang harus diketahui
dan dimengerti oleh setiap peserta Sentra Dana
Berjangka.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan
adalah pihak yang mentransaksikan produk di

luar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,.

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. . -

Huruf dan' Huruf g

* Cukup jelas.
Huruf h : :

Yang dimaksud dengan *“catatan lainnya”
adalah catatan setiap transaksi untuk pribadi atau
pnnsnpal dari perusahaan Pengelola Sentra Dana
Berjangka meliputi tanggal ‘transaksi, jumiah, je-
nis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, harga, bulan
peﬁyérahan,‘Pialang Berjangka yang mengelola
rekening, transaksi jual atau beli dan laba atau
rugi,. termasuk . konfirmasi dan laporan bulanan
yang diserahkan oleh P:alang Berjangka
Avyat {3)

Cukup jelas.
Pasal 136 s/d Pasal 140

- Cukup jelas.
Pasal 141
Ayat (1)
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Larangan untuk membuka atau memiliki rek-
ening pada Pialang Berjangka lain adalah untuk
menghindarkan terjadinya persekongkolan yang
dapat merugikan Nasabah dan tidak terlaksanan-

va kegiatan transaksi di pasar secara ‘'wajar dan

transparan.
Ayat {2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar istri atau-sua-

mi pegawai Pialang Berjangka tidak dapat diman-
faatkan untuk bersekongko! melakukan transaksi

yang telah diatur sebelumnya yang mengakibat-

kan tidak dapat bekerjanya mekanisme pasar se-
cara wajar {fair) dan menghindari kemungkinan di-
lakukannya transaksi oleh sekelompok orang atau
keluarganya melampaui batas posisi yang ditetap-
kan. ‘ e '
Pasal 142

. Ayat (1)

Huruf a dan Hurufb .
Cukup jelas.

‘Huruf c .

Hal-hal yang akan duelaskan mengenal isi Kon- '
trak Berjangka meliputi antara lain batas maksi- -
.mum transaksi, posisi kepemlllkan Kontrak Ber-.

jangka wajib lapor, batas fluktuasi harga, Margin,
dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Huruf d s/d Huruf f :
Cukup jelas.
Ayat {2)
" Cukup jelas.

" Pasal 143 s/d Pasal 145

Cukup jelas.
Pasal 146 _
Huruf a s/d Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Yang dimaksud “keadaan tertentu” antara

lain apabila Nasabah tidak ada ditempat selama
periode tertentu dan untuk transaksi yang bertu-
juan menghindari kerugian lebih besar {stop loss)
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala
Bappebti. ‘
Huruf o
. Cukup jelas. .
Pasal 147 s/d Pasal 149
Cukup jelas. ‘
Pasal 150
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan afiliasi adalah
a. hubungan keluarga karena perkawman dan

keturunan sampgu dengan derajat kedua, baik !

N Pemernay

~ secara horizontal maupun vertikal; 7
b. hubungan antara Pihak dan pegawai, direktur
- - atau komisaris, dari Pihak tersebut;

'¢. hubungan antara dua perusahaan yang mem--

punyai satu atau lebih anggota direksi atau
anggota dewan komisaris yang sama;

d. ‘hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, yang men-
. gendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
‘tersebut;

- . hubungan antara dua perusahaan yang' dik-

endalikan, baik langsung  maupun tidak lang-
sung, oleh Pihak yang sama; atau ‘

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang

© saham utama.
Ayat (2) dan Ayat {3)
Cukup jelas.

' Pasal 151 s/d Pasal 162

Cukup jelas.
Pasal 163 .
Hurufa
Cukup jel‘as‘.‘ :
Huruf b’ A - :
Yang dimaksud dengan “integritas keuangan”
adalah kemampuan keuangan dari perusahaan
atau orang perseorangan yarig diukur dari mod-
al dan/atau kekayaan yang dimiliki sesuai den- :
gan persyaratan yang ditetapkan serta ketaatan

~ membayar semua kewajiban di bidang keuangan,
terutama pembayaran pajak pleh yang bersang-

kutan.. o
Yang dimaksud dengan “reputasi bisnis yang
dipersyaratkan” adalah kemampuan mengelola
usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta
perilaku yang baik, yang ditandai antara lain:
1) tidak pernah dihukum karena melakukan tin-
dak pidana;
2) tidak pernah masuk daftar hitam perbankan
3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka
- waktu 5 {lima) tahun terakhir; dan

-4) memiliki keahlian dl bidang Perdagangan Ber-

jangka.

Huruf ¢ dan Huruf d
Cukup jelas.

Pasa! 164 s/d Pasal 175
Cukup jelas.
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